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ABSTRAK

INGE ANGGRAfNI. NPM 022I070I8. Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak
Pertambahan Nilai Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Dibawah bimbingan: KETUT SUNARTAdan
PATAR SIMAMORA.

Dalam pemunggutan pajak, Indonesia menganut sislem Self Assessment.
Dimuiai sejak I April 1985, sistem self assessment dibidang perpajakan telah
diberiakukan untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Dengan diterapkannya sistem self
assessment di Indonesia, Pemerintah perlu mengawasi Wajib Pajak dalam mengisi
Surat Pemberitahuan (SPT Masa). Untuk mengetahui apakah telah dilsi dengan
lengkap dan memastikan kebenaran perhitungannya, maka Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bogor perlu melakukan pemeriksaan. Tujuan penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan
Nilai terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian
ini diharapkan menjadi saran dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bogor.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Analisis
Kualitatif dan Kuantitatif (nonstatistik) dan jenis penelitian yaitu Deskriptif
Eksploratlf.

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan cara melakukan penelitian SPT Masa
PPN. Kriteria SPT Masa PPN yang dilakukan pemeriksaan pajak berdasarkan
PMK No. 199/PMKy.03/2007 adalah Wajib Pajak yang menyatakan SPT Masa
PPN Lebih Bayar. Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan standar dan prosedur
pemeriksaan yang berlaku melalui tahap-tahap pemeriksaan yaitu: persiapan
pemeriksaan PPN, pelaksanaaan pemeriksaan PPN dan pelaporan pemeriksaan
PPN. Hasil dari pemeriksaan tersebut diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak
(SKP) berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKPN. Apabila hasil pemeriksaan
menyatakan SKPKB, maka Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut.
Sedangkan apabila diterbitkan SKPLB, maka pemerintah Wajib mengembalikan
kelebihan tersebut. Pengembalian tersebut mengakibatkan penerimaan PPN
menjadi berkurang dan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan PPN.
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serta jujur dalam meng^itung, membayar, dan melapoikan kewajiban

pajaknya.

Untuk meningkatkan kepatuban Wajib Pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya, pemeriksaan pajak mempakan alat untuk menllai

kepatuban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuban pemenuban kewajiban perpajakan dan dalam langka

melaksanakan Ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan. Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalab salab satu unit operasional

pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas

mengawasi Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitabuan guna

memastikan telab diisi dengan lengkap serta mengetabui kebenaran

perbitungan dan pengisiannya.

Berikut ini penulis menyajikan data target dan realisasi penerimaan

PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Tabel 1.

Tabun Target
Penerimaan PPN

(Rp)

Realisasi

Penerimaan PPN

(Rp)

% Realisasi

Penerimaan

PPN

2007 229.271.652.000 109.215.010.382 45%

2008 137.398.054.771 112.602.894.665 82%

2009 398.809.400.000 293.354.654.745 74%

2010 197.733.250.000 176.488.693.371 89%

Sumber. Seksi Pengolaban Data dan nformasi KPP Pratama Bogor, Tabun
2007-2010)

Berdasarkan tabel 10. di atas dapat diketabui babwa pada tabun

2007-2010, target penerimaan PPN pada tabun 2007-2010, target

penerimaan Pajak Pertambaban Nilai tidak tercapai. Target penerimaan PPN



pada tahun 2007 tidak tercapai sebesar 55%, tahun 2008 tidak tercapai

sebesar 18%, tahun 2009 tidak tecapai sebesar 26%, dan pada tahun 2010

tidak tercapai sebesar 11%.

Berdasarkan data tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut dengan judul "Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak

Pertambahan Nilai terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Kepatuhan wajib pajak diperlukan dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya sebagai upaya meningkatkan penerimaan PPN. Tidak sedikit

Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan tidak sesuai prosedur

yang telah ditetapkan atau Surat Pemberitahuan yang dilaporkan tidak

sesuai dengan keadaan yang sebenamya, mengakibatkan target penerimaan

PPN tidak tercapai. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam rangka

meningkatkan penerimaan pajak sangat penting dengan pelaksanaan

pemeriksaan pajak terhadap pelaporan SPT Masa PPN agar dapat

mengetahui kebenarannya.

Adapun identifikasi masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan

Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor?

2. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang

dicapai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor?
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suka Irma Ismayanti,Yutta Putri Utami, Delita Restu yang selalu bersama-

sama penulis dalam mengeijakan seminar sampai skripsi.

12. Teman satu kosan, Inong, Elies, Nurul, dan Adul, yang selalu memberikan

semangat kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang dibuat ini belum

sempuma mengingat keterbatasan yang miliki. Oleh karena itu, apabila dalam

skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan, kehila&n, penulis mohon maaf yang
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak dapat dikatakan sebagai kewajiban Warga Negara kepada

Pemerintah yang bersifat memaksa. Dalam berbagai literatur, Pajak diatur

dalam undang-undang sebagai sebuah sistem yang legal. Pajak memiliki

tingkatan penelitian yang luas meskipun bidang pajak terbatas pada konsep

peiaturan. Banyak aspek yang dibahas dalam perpajakan, mulai dari subjek

pajak hingga peraturan yang melekat pada setiap subjek dan objek pajak.

Pembahasan pajak menjadi menarik jika dihubungkan dengan konsep dasar

pajak sebagai acuan untuk memulai penelitian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009

sebesar Rp 280 triliun atau 77,7% berasal dari penerimaan pajak dan sisanya

merupakan penerimaan bukan pajak. Sedangkan APBN untuk tahun 2010,

target penerimaan pajak ditingkatkan menjadi Rp 347 triliun atau 78,3%

dari total penerimaan dalam negeri. Penerimaan dari sektor pajak terbagi

menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung (contohnya Pajak Penghasilan)

dan pajak tidak langsung (contohnya Pajak Pertambahan Nilai, bea materai,

dan bea balik nama). Dilihat dari sisi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat

membantu negara dalam membiayai pengeluaran. Namun, tidak semua

orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan pada

Orang Pribadi atau Badan yang penghasilannya lebih besar dari PTKP. Hal

ini tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat



dilimpahkan ke orang lain, sehingga memungidnkan semua orang dapat

dikenakan PPN. Seperti yang diketahui bahwa hampir seluruh barang-

barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia terkena PPN. Dengan kata lain,

hampir semua transaksi dibidang industri, jasa, dan perdagangan yang

termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak

(JKP) pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu, walaupun seseoiang

belum memiliki NPWP, maka tetap terkena PPN yang dipungut Pengusaha

Kena Pajak (PKP) untuk seianjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Secara formal, sistem hukum di Indonesia menganut asas hukum

presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Namun, setiap

berurusan dengan hukum, vonis masyarakat biasanya datang lebih cepat dan

mendahului apa yang sebenamya teijadi dan diputuskan. Kekhawatiran ini

meliputi sebagian besar Wajib Pajak. Ketika menerima surat panggilan

pemeriksaan dari Kantor Pajak, yang pertama kali dalam benak Wajib Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah perasaan bersalah dan takut salah.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu tugas pokok Direktorat

Jenderal Pajak (DIP) yang bertujuan menguji dan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan {tax compliance).

Dalam sistem perpajakan self assesstment, pemeriksaan menjadi penting

untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi

kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

membayar, serta melaporkan pajaknya sendiii. Sistem self assesstment

diterapkan dengan asumsi bahwa Wajib Pajak melaksanakan kewajibarmya.



3. Bagaimanan petanan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai

terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan penulis

mengenai peranan pemeriksaan ptyak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap

efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang didukung data dan

informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak

Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

3. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai

terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini berguna bagi:

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi penulis

Makalah ini mempakan sarana untuk melakukan analisis dan

menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang perpajakan.



3. Bagaimanan peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai

teriiadap efektivitas penerimaaii Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan penulis

mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhad^

efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang didukung data dan

informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak

Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

3. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilai

teihadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian
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b. BagiPembaca

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai referensi sebagai

bahan acuan/referensi untuk menambah pengetahuan di bidang

perpajakan, serta melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik

yangsama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran dan masukan bagi Kepala

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam mengoptimalisasikan

pemeriksaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sebagai

bahan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Perpajakan di masa

mendatang.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dapat

diandalkan sebagai penerimaan negara yang utama. Dalam

pemunggutan pajak, Indonesia menganut sistem Self Assessment.

Sejak awal tahun 1984, sistem self assessment di bidang perpajakan

telah diberlakukan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPN dan PPnBM) dimulai sejak 1 April 1985.

Sistem Self Assessment merupakan suatu sistem pemungutan

pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk

menentukan sendiri besamya pajak terutang. Dalam sistem self



assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab

untuk menghitung sendiri besaraya pajak terutang, membayar pajak

terutang yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, serta melaporkan ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak bersangkutan

teidaftar dalam bentuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Dengan diterapkannya sistem self assessment di Indonesia,

Pemerintah perlu mengawasi Wajib Pajak dalam mengisi Surat

Pemberitahuan (SPT). Untuk mengetahui apakah telah diisi dengan

lengkap dan memastikan kebenaran peihitungannya, maka

Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti-bukti

berupa buku-buku, dokumen, dan catatan yang dilaksanakan secara

objektif oleh pemeriksa pajak yang profesional berdasarkan standar

pemeriksaan. Pemeriksaan pajak bukan mencari-cari kesalahan

Wajib Pajak, tetapi menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor berwenang

melakukan pemeriksaan yang dilakukan teriiadap SPT Wajib Pajak

yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban



Pajak keluaran dan pajak masukan selama satu bulan atau satu

masa pajak diperhitungkan dan dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Jika pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka

selisihnya hams disetorican ke Kas Negara. Sebaliknya, jika pajak

keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan, selisihnya mempakan

PPN lebih bayar yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau

diperhitungkan/dikompensasikan dengan pajak keluaran pada masa

pajak berikutnya.

Untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka dilakukan pemeriksaan

dengan cara menelusuri Surat Pemberitahuan (SPT) dengan

menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Akan tetapi, tidak

semua SPT dilakukan pemeriksaan, kriteria SPT yang dilakukan

pemeriksaan pajak berdasaiican Peraturan Menteri Keuangan

N0.I99/PMK/.O3/2OO7 dalam Pasal 3 ayat (3) adalah Wajib Pajak

yang dalam menyampaikan Surat Pemberltahuannya menyatakan

Lebih Bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian

pendahuluan kelebihan pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) mempakan surat yang oleh Wajib

Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau

pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau

harta dan kewajiban sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan.
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Bag! PKP, fungsi Surat Pemberitahuan sebagai sarana

mel^ikan dan mempertanggungjawabankan pajak yang dipotong

atau dipungut dan disetorkannya. Mengisi SPT adalah mengisi

formulir SPT dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik

dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai petunjuk pengisian yang

diberikan berdasatkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Peipajakan. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT yang

digunakan adalah SPT Masa 1108.

Faktur pajak diperlukan sebagai bukti adanya transaksi dan

untuk mengetahui faktur tersebut sesuai dengan kriteria perpajakan

dan memastikan tidak ada faktur fiktif. Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bogor bertugas melakukan pemeriksaan pajak yang

dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007.

Dalam pemeriksaan pajak, Tim Pemeriksa Pajak hams

melakukan tahap-tahap pemeriksaan agar sesuai prosedur

pemeriksaan pajak yang berlaku. Adapun prosedur pemeriksaan

pajak atas PPN dengan melakukan Persiapan Pemeriksaan Pajak,

Peiaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pelaporan Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan pajak umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan

Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan Pajak (Nothit)

sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB,

SKPKBT, SKPLB, SKPN).



II

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor melakukan

pemeriksaan dalam ran^ memenuhi Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan. Pemeriksaan pajak dilaksanakan

berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui

jumlah realisasi pencrimaan pajak, karena dengan pengawasan serta

pemeriksaan yang dilakukan akan membawa dampak positif

teihadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia,

Pemerintah berperan untuk melaksanakan pemeriksaan agar

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi optimal. Tidak

hanya Pemerintah, Wajib Pajak juga berperan penting dalam

membantu meningkatkan penerimaan pajak, karena dengan

kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya dapat membantu dalam pembangunan negara.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa

pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai berperan terhadap

efektivitas penerimaan P^ak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
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1.5.2. Paradtgma Penelitian

Kantor Pelayanan
Pajak Pratama

Bogor

Metode Analisis:

Deskriptif

Kualitatif dan

Kuantitatif

Permasalahan:

Taiget penerimaan PPN tidak

tercapai dan target penerimaan PPN
mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya.

Sub Variabel:

• Target dan

Realisasi

Penerimaan

Pajak
Pertambahan

Niiai

Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai

Hipotesis Penelitian:
Pemcriksaan Pajak atas Pajak
Pertambahan Nilai berperan

terhadap Efektivitas Penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai pada
KPP Pratama Bogor.

Sub Variabel:

• Persiapan

Pemeriksaan PPN

• Pelaksanaan

Pemeriksaan PPN

• Pelaporan

Pemeriksaan PPN

Pemeriksaan Pajak atas
PPN

Gambar 1.

Paradigma Penelitian
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1.6. Hipotesis Penelittan

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya hams

diteliti lebih lanjut secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas,

maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada

Kantor Peiayanan Pajak Pratama Bogor telah sesuai Ketentuan Peraturan

Pemndang-undangan Perpajakan.

2. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Peiayanan Pajak

Pratama Bogor belum efektif.

3. Pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai berpcran terhadap

efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Peiayanan

Pajak Pratama Bogor.



BABn

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Teori dan deflnisi pajak telah diberikan oleh para ahli.

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Adrian! dalam Tunggal Anshari, (2008, 3) pajak

didefinisikan sebagai;

Pajak adalah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan
yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi
pengeluaran-pengeiuaran umum (anggaran belanja) tanpa
adanya jasa balik khusus terhadapnya.

Menurut Fiedmann dalam Tunggal Anshari, (2008, 4)

berpendapat bahwa:

Pajak adalah prestasi yang teiiiutang pada penguasa dan
dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang
ditetapkan oleh penguasa sendiri, tanpa ada jasa balik dan
semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeiuaran
umum.

UU No. 28 Tahun 2007 mengungkapkan:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang
terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan

mengenai pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang

pengenaanya harus memiliki dasar peraturan yang legal serta tidak ada

14
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man&at secara langsung yang dapat dirasakan langsung oleh wajib

pajak.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan

pajak yaitu:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang member! wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besamya pajak yang

terhutang oleh wajib pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member! wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besamya pajak yang

terhutang.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member! wewenang

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besamya pajak yang terhutang

oleh wajib pajak.

(Mardiasmo, 2011,7)

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi

dua, yaitu:
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1. PajakNegara

a. PajakPenghasilan(PPh)

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPN & PPnBM)

c. Bea Materai

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

e. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Propinsi, terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

2) Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan Kendaraan di

atas air.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan

Air Permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7) Pajak Parkir

8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet
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10)Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1 l)Bea Peiolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(Mardiasmo, 2011,13)

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan

Menurut Pasal 1 angka 25 dari Undang-undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008

menyatakan bahwa:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan
suatu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan
Perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:49) adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari,

mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan".

Menurut Alvin A. Arens (2009; 4) pemeriksaan adalah

pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan

dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria

yang telah ditetapkan. Aktivitas pendukung pemeriksaan pajak perlu
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dilakukan secara terencana dan berkesinambungan oleh Kantor

Pelayanan P^ak dengan pengawasan dan bimbingan dari Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan

bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan

sccara objektif oleh pemeriksaan pajak yang profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan pajak tidak mencari-cari

kcsalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji pemenuhan kewajiban

perpajakan.

2.2.2 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

label 2.

No. Peraturan Tentang
1. UU No. 6 Tahun 1983

sebagaimana diubah terakhir
dengan UU No. 28 Tahun
2007

Ketcntuan Umum dan Tatacara

Perpajakan

2. PP No. 80 Tahun 2007 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban perpajakan berdasrkan
UU No. 6 T^un 1983 sebagaimana
diubah terakhir dengan UU No. 28
Tahun 2007

3. PMK

NO.199/PMK/03/2007

Tata Cara Pemeriksaan Pajak

4. Per Oiijen Pajak
No.PER-I9/Pjy2008

Pctunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan

5. Per Diijen Pajak
NO.PER-20/PJ72008

Petunjuk Pelaksanaan Pemerisaan
Kantor

6. PMK

NO.202/PMK/03/2007

Tata Cara Pemeriksaan Bukti

Permulaan Tindak Pidana dibidang
Perpajakan

7. Per Oiijen Pajak
No.PER.122A'J.2006

Jangka Waktu Penyelesaian dan
Tata Cara Pengcmbalain Kelebihan
Pembayaran Pajak Pertambahan
Nitai Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah

8. Surat Edaran Dirjcn Pajak
No. SE-lO/PJ.04/2008

Kebijakan Pemeriksaan Untuk
Menguji Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Yustinus Prastowo, 2009,17(
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2^.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang bertujuan untuk:

1. Pemeriksaan yang dilakukan teriiadap SPT Wajib Pajak untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuaii ditemukan bukti

permulaan tmdak pidana di bidang perpajakan.

2. Untuk tujuan lain dalam melaksanakan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan, meliputi:

a. Pemberian NPWP secara jabatan,

b. Penghapusan NPWP,

c. Pcngukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP,

d. Waj ib Pajak mengaj ukan keberatan,

c. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan

Penghasilan neto (NPPN),

f. Pencocokan data dan atau alat keterangan,

g. Penentuan Waj ib Pajak berlokasi di daerah terpenci 1,

h. Penentuan satu atau lebih tempat teriiutaogan PPN,

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak,

j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka

waktu kompensasi kerugian,

k. Sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan, dan atau
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1. Memenuht permintaan informasi Negara mitre Peganjian

Penghindaren Pajak Beiganda (P3B).

(Pardiat, 2007,12-13)

2J2.4 Klasifikasi Pemeriksaan Pajak

Kiasifikasi pemeriksaan pajak dibagi menjadi tiga, antara lain:

1. Bcrdasaikan tujuan, yaitu mengujt kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan tujuan lain dalaro

rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan.

2. Ruang lingkup cakupan, pemeriksaan terhadap satu jenis pajak atau

periode pajak dan bebcrapa atau seluruh jenis pajak atau bebcrapa

masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

3. Jenis pemeriksaan berdasarkan bobot risiko.

Dalam klasifikasi ini pemeriksaan pajak dibagi menjadi:

a. Pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di

tempat kedudukan, tempat usaha atau pekeijaan bebas, tempat

tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan Direktorat

Jenderal Pajak. Jangka waktu pemeriksaan pajak.

b. Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di

Kantor Direktor Jenderal Pajak dalam Jangka Pajak. Jangka

waktu pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat

diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang

dihitung sejak Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan
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daiam rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal Laporan

Hasil Pemeriksaan.

4. Kriteria Pemeriksaan.

Berdasarkan klasiflkasi ini pemeriksaan pajak dibagi menjadi;

a, Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan

teibadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan

alau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena

diwajibkan oleh Undang-undang KUP.

b. Pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit), merupakan

pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko

ketidakpatuhan Wajib Pajak yang dapat dilakukan secara

komputerisasi atau manual.

5. Pemeriksaan Khusus

Dibagi menjadi dua yaitu;

a. Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko berifat bottom up

(dari bawah ke atas), yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan

hasil analisis risiko terhadap profll Wajib Pajak yang dilakukan

secara manual oleh KPP dan disampaikan kepada Kanwil DJP

scbagai atasanya untuk mendapatkan persetujuan.

b. Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat top down

(dari atas ke bawah), yaitu pemeriksaan khusus yang dilakukan

berdasarkan hasil analisis dan pengembangan atas infomiasi,

data, laporan dan pcngaduan yang dilakukan Kepala Kanwil

DJP atau Intelijen dan penyidikan serta hasil analisis risiko
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ketidalqiatuhan dengan memperhatikan variabel-variabel

tertentu serta adanya data dan informasi atau pertimbangan

DJP.

6. Pemeriksaan bukti permuiaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan

untuk mendapatkan bukti pennulaan tentang adanya dugaan tclah

teijadi tindak pidana dl bidang peipajakan.

(Yustinus Prastowo, 2009, 173)

2.2.5 Standar Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak bertugas melakukan pemeriksaan

yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, anara lain:

1. Standar umum, yaitu standar pemeriksaan yang merupakan standar

yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan

pemeriksaan pajak dan mutu pekeijaanya. Pemeriksaan ini

diiaksanakan pemeriksaan pajak yang telah medapatkan

pendtdikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki

keterampilan sebagai pemeriksa pajak serta menggunakan

kcterampilannya secara cermat dan seksama, jujur dan bcrsih dari

tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan

kcpcntingan Negara, dan penegakan terhadap berbagai Ketentuan

Peraturan Pcrundang-undangan, termasuk penegakan terhadap

batasan waktu yang tclah ditetapkan.

2. Standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu standar pemeriksaan yang

berkaitan dengan proses pelaksanaan yang berkaitan dengan proses
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pelaksanaan pemeriksaan pajak secara nyata dan berkaitan dengan

peneiusuran bukti-bukti perpajakan Wajib Pajak. Standar ini

metniliki ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan perslapan

yang baik, sesuai (ujuan pemeriksaan dan mendapat

pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang

diperoleh, yang harus dikembangkan meiaJui pencocokan data,

pengamalan, permintaan keterangan, konftrmasi, teknik

sampling, dan pengujian lain berkenaan dengan pemeriksaan.

c. Tcmuan pemerilcsa^ didasarkan pada bukti kompetcn yang

cukup dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan.

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang

terdiri supervisor, scorang kctua tim, serta scorang atau Icbih

anggota tim.

e. Tim pemeriksa pajak, sebagaimana dimaksud dalam poin dapat

dibantu scorang atau lebih dengan keahlian tertentu yang telah

ditunjuk DJP sebagai ahli seperti peneijemaah bahasa, ahli

dibidang teknologi informasi, dan pengacara. Ahli tersebut

merupakan pemeriksaan pajak sebagaimana dimak^d dalam

dalam Pasal & ayat (2) PMK No.l99/PMK.03/2007, baik yang

bera.sal darl Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari

luar Direktorat Jenderal Pajak.
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3. Standar Pelaporan (^tl Pcmeriksaan, yaitu pemeriksaan pajak

harus ditaporkan dalam bentuk laporan hasit pemeriksaan yang

disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara singkat dan jelas,

memuat niang lin^p atau pos-pos yang diperiksa sesuai

tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksaan pajak yang

didukung temuan yang kuat tentang adanya penyimpangan

terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, dan

memuat puia pengungkapan intbrmasi lain yang terkait

pemeriksaan.

b. Ivaporan HastI pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain mengenai

Pcnugasan Pemeriksaan, Identitas Wajib Pajak, Pembukuan

atau pencatatan Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban

perpajakan, datarinformasi yang tersedia, buku dan dokumen

yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan,

ikhtisar hasil pemeriksaan, perhitungan pajak terutang,

simpulan dan usul Pemeriksaan Pajak.

(Pardiat, 2007,20-23)

2.2.6 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Dalam pemeriksaan pajak, Tim Pemeriksa Pajak Harus

melakukan tahap-tahap pemeriksaan agar sesuai prosedur pemeriksaan

pajak yang berlaku. Adapun prosedur pemeriksaan pajak atas PPN

scbagai berikut:
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1. Perstapan Pemeriksaan, tneliputi:

a. Mempeiajari bericas pajak atau data lain yang tcrsedia berupa

Faktur Pajak.

b. Melakukan anallsis teriiadap SPT Masa PPN.

c. Identifikasi masalah.

d. Pengenalan lokasi WaJIb Pajak.

e. Mencntukan ruang iingkup pemeriksaan PPN.

f. Menyusun program pemeriksaan, meliputi program

pemeriksaan, prosedur, dan tujuan yang hendak dicapai.

g. Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam.

h. Mcnyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pcngenal, SP3,

dan berbagai formullr lain termasuk kertas segel dan materai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, meliputi:

a. Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili (dalam hal

pemeriksaan lapangan) dan di Kantor Pajak (dalam hal

pemeriksaan kantor).

b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk

menentukan kembali cakupan pemeriksaan.

c. Pcmutakhiran ruang Iingkup dan program pemeriksaan.

d. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, jika diperlukan

atau diwajibkan,

e. Menyusun Kctlas Kerja Pemeriksaan.

f. Mcmbcritahukan basil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
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g. Meiakukan closing conference (pembahasan akhir) dcngan

Wajib Pajak.

3. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak umumnya diselesaikan dengan membuat

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Pcrhitungan Pajak

(Nothit) sebagai dasar untuk mencrbitkan Surat Ketetapan Pajak

(SKPKB, SKPKBT, SKPKLB, SKPKM).

(Yustinus Prastowo, 2009,181-182)

2.2.7 Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksaan Pajak

Dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa pajak memiliki

kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mcmperlihatkan tanda pengenai pemeriksa pajak dan Surat

Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu

pemeriksaan.

2. Mcnjclaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak

yang akan diperiksa.

3. Memeperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak jika susunan tim

pemeriksa pajak mengaiami perubahan.

4. Membcritahukan secara tcrtulis hasil pemeriksaan kepada Wajib

Pajak.

5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan dalam

batas waktu yang ditentukan.

6. Mcmberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka

pembahasan akhir pemeriksaan dalam waktu yang telah ditentukan.
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7. Melakukan pembinaan keimda Wajib Pajak dalam memcnuhi

kew^yiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang beriaku.

8. Mengembalikao buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan dan dokumen latnnya yang dipinjam

dari Wajib Pajak paling lama tujuh hari sejak tanggal laporan basil

pemcriksaan.

9. Meiahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala

scsuatu yang diketahui atau diberitahukan kcpadanya oleh Wajib

Pajak dalam rangka pcmeriksaan.

10. Melakukan pembahasan akhir pcmeriksaan jika Wajib Pajak hadir

dalam batas waktu yang tclah ditentukan.

11. Memberi pctunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

(Yustinus Prastowo, 2009, 176)

2.3 Efektifitas Pencrimaan Pajak Pciiambahan Nilai

23.1 Pcngertian Pajak Pertambahan Nilai

Ruang lingkup cakupan pemcriksaan yang akan dibahas pcnutis

adalah pemcriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai.

Djoko Muljono (2008,1) menyatakan bahwa:

PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu
barang atau jasa yang ditransaksikan. Nilai tambah adalah
nilai yang dihasilkan (manufaktur, distributor, agcn
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periklanan dll) yang ditarabahkan bahan baku atau
pembcHan sebelum dijua! berupa barang jasa.

Ragbbendra (2010,319)

Value Added Tax, is a tax levied on businesses on the value

they add to their purchases of raw materials and flood's and services.

Jadi Pajak Pertambatran Nilai dapat diukur dengan cara mengurangi

nilai output dengan nilai input.

2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Yang menjadi Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah

pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau

penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan pasal L)D PPN tidak

termasuk pengu.saha kecii yang bata.sannya ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Pengusaha Kccil adalah pengusaha yang selama Satu tahun

buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena

Pajak dengan jumlah peredaran bruto tid^ lebih dari

Rp.600.000.000,-. (Siti Resmi, 2007,5)

Pajak Pertambahan Nilai dikcnakan teriiadap Barang Kena

Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun Objek PPN

scbagaimana diatur dalam Undang-undang PPN Pasal 4, Pasal 16C,

dan Pasal 16D antara lain:

1. Penyerahan BKP dt dalam Dacrah Pabcan yang dilakukan

pengusaha,

2. ImporBKP,
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3. Penyerahan JKP di daiam Daerah P2d}ean yang dilakukan oleh

pengusaha,

4. Pernanfataan BKP tidak berwujud (kiri luar Daerah Pabean di

dalam daerah Pabean,

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah

Pabean,

6. Ekspor BKP oleh PKP,

7. Kegiatan membangun sendlri yang dilakukan tidak dalam kegiatan

usaha atau pekeijaan Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya

digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dan atau

8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang mcnurut tujuan semula aktiva

tcrsebut tidak untuk dipetjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar

pada saat pcrolehannya dapat dikreditkan.

(Untung Sukardji, 2008,15-16)

2.3.3 Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana dikctahui hampir semua barang/jasa yang

digunakan masyarakat dapat dikenakan PPN, namun ada pula jenis

barang yang tidak dikenakan PPN, antara lain:

1. Barang hasil pertambangan atau pcngorbanait yang diambii

lansung dari sumbemya, yaitu minyak mentah (cnuie oil), gas

bumi, batu bara .sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji

besi, biji timali, biji emas, biji tembaga, biji nikcl, biji pcrak, serta

biji bauksit.
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2. Barang kebutuhan pokok yang sangal dibutuhkan rakyat bai^ak,

seperti betas, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam yang

beiyodium maupun tidak betyodium.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, runtah

makan, waning dan sejenisnya baik yang dikonsumst di tempat

maupun tidak, tertnasuk makanan dan minuman yang diserahkan

usaha jasa boga atau catering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi;

1. Jasa pelayanan kesehatan medis yang diserahkan dokter, perawat,

rumah sakit, psikolog, termasuk dukun, paranormal, dan

sejenisnya.

2. Jasa di bidang pelayanan sosial, seperti jasa yang diberikan panti

wreda, panti asuhan, yayasan rehabilitasi .sosial, jasa pemakaman,

dan jasa pcmadam kebakaran.

3. Jasa pengiriman surat dengan prangko, yaitu jasa pengiriman surat

yang dilakukan PT Pos Indonesia.

4. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan

hak opsi.

5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah-rumah

ibadah, jasa pemberian khotbah atau jasa dakwah, dan jasa lainnya

dibidang keagamaan.

6. Jasa di bidang pendidikan yang diselengarakan siapa pun dengan

namaapa pun, meliputi jenis pendidikan formal, seperti pendidikan
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lingkat dasar (Sekolah Dasar), pendidikan tin^t menengah,

(sepeiti Sekolah Kejuruan, Sekolah Menengah Umum), pendidikan

tinggi, maupun pendidikan formal (seperti kursus, peiatihan), dan

Iain-Iain.

7. Jasa di bidang kesenian dan hibucan karena oleh Pemerintah

Daerah sudah dikenakan Pajak Hiburan.

8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat ikian.

9. Jasa di bidang angkutan umiun di darat, air dan angkutan udara

luar ncgeri.

10. Jasa di bidang tenaga keija, meliputi jasa tenaga keqa, jasa

Penyediaan Tenaga Kcija scpanjang Pengusaha Penycdia tenaga

keija tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga keija

tersebut, dan jasa pcnyelcngaraan latihan bagi tenaga kega.

11. Jasa di bidang perhotelan, meliputi jasa persewaan kamar untuk

pcnginapan di hotel, rumah pcnginapan, motel, losmen, hostel,

serta fasilitas yang terkait dengan kcgiatan perhotelan untuk tamu

yang mcnginap dan jasa persewaan ruangan untuk kcgiatan acara

atau pertemuan di hotel, rumah pcnginapan, motel, losmen dan

hostel.

12. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi

pemerintah secara umum, meliputi jasa-jasa yang dilaksanakan

oleh instalasi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan

Bangunan, pemberian izin Usaha Pcrdagangan, pembuatan Kartu
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Tanda Penduduk, perabcrian Seitifikat Hak Milik a^ Tanah dan

Sejenisnya.

(Untung Sukardji, 2008,21-23)

2.3.4 TarifPajakPertarabahanNilat

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak

(DPP) yang dapat berupa haiga jual, nilai penyetahan, nilai impor dan

berbagai nilai lainnya yang dijadikan dasar perhitungan PPN. Tarif

besamya PPN mcnggunakan tarif tunggal sebesar 10% sebagai tarif

umum, namun pada kcgiatan tertentu tarif PPN dapat diubah sampai

0%, atau mcnggunakan tarif efektif. (Djoko Muljcmo, 2008,2).

2.3.5 Faktur Pajak

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui

pcnerbitan Faktur Pajak sebagai bukti atas penyerahan BKP dan atau

JKP. Adapun pengertian Faktur Pajak sebagai berikut;

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
PKP, uniuk melakukan penyerahan BKP atau penyerahan
JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang
digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktur pajak diperlukan oleh pengusaha kena pajak sebagai

bukti adanya transaksi. Faktur pajak harus mcmenuhi persyaratan

formal dan material. Agar memenuhi persyaratan tbrmal Faktur Pajak

paling sedikit harus memuat:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.

2. Nama, alamat, dan NPWP pemheli BKP atau JKP.
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3. Jenis barang alau jasa, jumlah haiiga jual atau penggantian, dan

potongan harga.

4. Pajak Pcrtambahan Nilai yang dipungut

5. Kode, nomor sen, dan tanggai pcmbuatan Faktur Pajak.

6. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani

Faktur Pajak.

OVIanihuruk, 2010,58)

Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat

penyerahan atau pada saat pencrimaan pembayaran dalam hal

perabayaran terjadi sebclum penyerahan. Dalam hal tcrtcntu

dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dcngan saat-

saat tcrscbut, misalnya dalam hal tetjadi penyerahan Barang Kena

Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah.

Untuk itu pemerintah mcmperkcnakan Pengusaha Kena Pajak

membuat Faktur Pajak Gabungan paling lama pada akhir bulan

penyerahan jasa Kena Pajak, meskipun di dalam bulan penyerahan

telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun selunjhnya.

2.3.6 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan Pajak

Pcrtambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak

(DPP) dan wajib membuat faktur pajak sebagat bukti adanya transaksi.

Bagi PKP yang yang melakukan penyerahan BKPdan atau JKP wajib

memungut PPN yang disebut Pajak Keiuaran (PK). Sedangkan bagi
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PKP yang menerima BKP dan atau meman&atkan JKP dipungut PPN

yang disebul Pajak Masukan (PM). (Casavera, 2009, 178),

Pajak masukan dan pajak keluaran daiam satu masa p^ak

diperhitungkan dan dilapoilcan daiam Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Jika pajak keluaran lebih besar

dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan kurang bayar dan

hams disetoikan ke Kas Negara. Sebaiiknj^ jika pajak keluaran lebih

kecii dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan lebih bayar

dan dapat dimintakan kembaii.

Pengusaha Kena Pajak yang kurang bayar wajib memenuhi

kcwajiban perpajakannya dengan membayar dan melaporkan sciisih

kurang bayar tersebut kc Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana PKP

tersebul terdafW sebagai Wajib Pajak. Pcmbayaran dan pelaporan

yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak tersebut merupakan Penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.4 Pcranan Pemcriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Tcihadap

Bfcktivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Di daiam sistcm seif asscsmctu, Wajib Pajak diberi kcpcrcayaan dan

tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melapoilcan sendiri

jumlaii pajak yang seharusnya terhutang scstiai ketcntuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Pada sislem ini, penentuan besamya pajak

yang terhutang berada pada Wajib Pajak dan Wajib Pajak harus mengambil

peranan aktil' dalani memenuhi kcwajiban perpajakannya. Dengan adanya
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kepetcayaan yang sangat besar yang telah diberikan Pemerintah kepada

ma^aiakat, sudah selayaknya kepercayaan tersebut diunbangi dengan upaya

pelaksanaan hukum dan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak. Selama ini

pelaksanaan hukum beium beijalan efektiC hal ini terlihat dari masih

banyaknya subjek pajak potensial yang belum menjadi Wajib Pajak, dan

beberapa objek pajak yang belum dilaporkan atau belum dihitung secara

benar oleh Wajib Pajak, maupun banyaknya hutang pajak yang belum

dibayar. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dimulai dari penelitian atas SPT

yang disampaikan Wajib Pajak ke KPP sedangkan pelaksanaan hukum salah

satunya dilakukan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan

instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material yang

tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak (Diaz Priantara, 2009,66).

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pemeriksaan

tersebut dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor atau Pemeriksaan

Lapangan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak;

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar,

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak,

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi,
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3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi

melampaui jan^ waktu yang ditetapakan dalam Surat Teguran,

4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran,

atau akan meninggalakan Indonesia untuk selama-lamanya, atau

5. Menyampaiakan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi

beidasarican basil analisis risko (risk based selection) mengindikasikan

adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Anastasia Diana, 2009,79)

Pemeriksaan untuk kasus nomor 2 (dua) sampai dengan 4 (empat),

dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal tertentu,

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan Jenis pemeriksaan Kantor, yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Apabila dalam

Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi adanya rekayasa transaksi keuangan,

pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Ruang lingkup pemeriksaan yang akan dibahas merupakan

pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemeriksaan Pajak

Pertambahan Nilai dilakukan menurut standard dan prosedur yang berlaku.

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan atau prosedur

pemeriksaan PPN yaitu perisiapan Pemeriksaan PPN, pelaksanaan

pemeriksaan PPN dan laporan pemeriksaan PPN. Di dalam pelaporan

pemeriksaan PPN Pemeriksa Pajak membuat Laporan Pemeriksaan Pajak

(LPP) dan Nota Perhitungan (Nothit) yang dijadikan dasar untuk menerbitkan

Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila Pemeriksaan Pajak menerbitkan SKP
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Lebih Bayar, maka Pemerintah mengembalikan kelebihan tersebut kq)ada

PKP. Akibat pengembalian tersebut, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di

Kas Negara menjadi berkuiang dan berpengaruh terhadap efektivitas

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.



BABm

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripisi ini yang menjadi objek penelitian adalah

Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai teriiadap

Efektifitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memperoleh data

dan informasi dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian

pada Kantor Peiayanan Pajak Pratama Bogor yang berlokasi di Jalan Jr. H.

JuandaNo. 64, Bogor 16122.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain Penelitian adalah sebuah proses yang diperlukan dalam

peiencanaan dan pelaksanaan penelitian yang mencakup

1. Jenis, Metode, Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif

EksploratiC yaitu menggambarkan objek yang diteliti

kemudian menghimpun informasi awal yang akan

membantu dalam menetapkan masalah dan merumuskan

hipotesis mengenai peranan pemeriksaan pajak atas Pajak

Pertambahan Nilai terhadap efektivitas penerimaan Pajak
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Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bogor.

b. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah Studi

Kasus, yaitu penelitian dengan karakteristik yang berkaitan

dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang

diteliti dan interaksinya dengan lingkungan untuk

menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu

berlangsungnya proses penelitian, mengenai peranan

pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

c. Teknik Penelitian

Teknik Penelitian dari penuHsan skripsi ini adalah

Komparati^ yaitu membandingkan suatu variable atau

objek penelitian, antara subjek yang berbeda atau waktu

yang berbeda untuk mengetahui Peranan Pemeriksaan Pajak

atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai.

2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Groups, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan

respon group atau unit fungsional dari suatu organisasi pada
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Seksi Fungsional Pemeriksaan dan Pengolahan Data dan

Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan dalam proses analisis, maka penuiis

terlebih dahulu mengklasifikasi variabel penelitian dalam dua

kelompok:

1. Variabel independen (Variabel bebas/tidak terikat) adalah

variabel yang dapat mempengaruhi keberadaan variabel

dependen. Variabel Independen adalah peranan pemeriksaan

atas Pajak Pertambahan Ntlai.

2. Variabel Dependen (variabel tidak bebas/terikat) adalah variabel

yang dapat dipengaruhi keberadaan variabel independen.

Variabel dependen adalah efektivitas penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai.

Adapun Operasionalisasi variabel dijabarkan dalam tabel

sebagai berikut:
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Tabel3.

Operasioi^isasi Variabel
Poanan Pemcriksaan Pajak atas Pqak Pertambahan Nilai Terhadap

Efddivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bogor

Variabd/IndikatorUkuranSkala

Snb Variabel

■ Pemcriksaan Pajak
AtasPPN

Sub Variabel:

• Peisiapan• Mempelajaribeikas• Jumlahbeikasyangtelah• Rasio

Pemeiiksaanpajak atau data laindipelajari
yang teisedia benqw
fiiktur pajak

• Melakiikanaiialisis• Anaiisis teciiadrp SPT• Rasio

tethadq)SPTMasaPPN yang teiah dilakukan
PPN

• Idcntifikasi masalab• Masaiah yang telah• Ordinal
diidentifikasi

• Poigenalan lokasi• Lokasi Wajib Pajak yai^• Rasio

Wajib Pajaktelah disurvey
• Menentukanruai^• Ruang lingkup PPN yang• Ordinal

lingkup pemcriksaantelah dilentul^
• Menyusun program• Program pemeriksaan• Ordinal

pemeriksaan prosedur{Hosedur yang telah
disusun

• Menentukan buku.• Buku Catalan, dan• Ordinal

Catalan, dan dokumendokumen yang dipinjam
yangakandipinjam

• Mcnyiapkan sarana• Sarana pemcriksaan yang• Ordinal

pemeriksaantelah disiapkan

• Pelaksanaan
• Memeriksa Wajib• Wajib Pajak yang• Rasio

P^ak
Pajak ditenqpat'diperiksa di tempat
domisiiidomisiii dan di kantor

pajak
• Melakukan peneiitian

atas pengendalfan• Penilaian pengendai^• Ordinal

intetiia]internal yang dilakukan
• Pemutakhiran niai^

iingkq) dan program• Program pemcriksaan yang• Ordinal

pemeriksaanteli£ dimutaldiir
• Melakukan konfinnasi

kepada pihak ketiga• Pihak ketiga yang terlibat• Ordinal

• Menyusun kertas k^a
pemeriksaan• Kertas keqa yang telah• Ordinal

• Memberitahukan hasiidisusun

pemeriksaan Kepada• Hasii pemeriksaan yang• Ordinal
Wajib Pajaktelah ̂berilahuakan Wajib

• Melakukan ClosingPajak
conference iss^aa• Closing cmference yang• Ordinal
Wajib Pajaktelah dilakukan

• Penyeiesaian• Lapocan Pemeriksaan• Lapcran Pemeriksaan• Rasio

Pemeriksaan Pajakdan audit yangPajak dan Nota
diterbilkanpeihitungan Pajak dan

Surat Ketetapan Pryak
yangditerbitkan

■ Efektifitas• Target Penerimaan• Realisasi Penerimaan• Rasio

Penerimaan PajakPajak PertambahanPajak Pertambahan Nilai
Pertambahan NilaiNilai
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3.23. Prosedur Pengampulan Data

Prosedur Pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk

mendapatkan data dan informasi sebagai mated pendukung dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan (Library Research)

Pada riset kepustakaan ini data yang di kumpulkan melalui

membaca dan mempelajari teori-teori serta literatur-liteiatur yang

beriiubungan dengan pembahasan skripsi ini yaitu data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Pada penulisan skripsi ini penelitian dilakukan secara langsung

di lokasi objek penelitian, untuk memperoleh data dan informasi

yang diperlukan yang beriiubungan dengan peranan pemeriksaan

pajak atas pajak pertambahan nilai terhadap efektiritas penerimaan

pajak pertambahan nilai. Adapun teknik-teknik yang digunakan

adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (/n/emeu')

Wawancara merupakan suatu tekhnik pengumpulan data

dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden atau

subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Staf Seksi

Fungsional Pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
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b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang di

laksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung

teriiadap objek yang diteliti.

3.2.4. Metode Analisis

Metode analisa yang digunakan penuiis yahu deskriptif

kuantitatif dan kualitati^ yaitu dengan menggambatkan keadaan

objek penelitian yang sebenamya dan mengumpulkan data yang

reievan yang kemudian dipelajari dan dianalisa lebih lanjut

Penelitian dilakukan dengan Pemeriksaan pajak atas Pajak

Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor,

kemudian dilakukan persiapan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan

dengan mengetahui keadaan SPT Masa PPN pada KPP Prtama

Bogor. Dari data tersebut dapat diketahui jumlah SPT Masa PPN

yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang

dinyatakan kurang bayar, lebih bayar dan nihil.

Untuk mengetahui kebenaran Wajib Pajak dalam melaporkan

SPT Masa PPN, maka dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa

PPN. Dalam setiap pemeriksaan SPT Masa PPN pemeriksa

melakukan analisis risiko, yaitu proses penilaian resiko

ketidakbenaran SPT Masa PPN untuk menentukan Pengusaha Kena

Pajak dalam kategori resiko sangat rendah, rendah, menengah dan

tinggi. PPN Lebih Bayar yang mempunyai resiko sangat rendah dan

rendah dilakukan dengan pemeriksaan kantor dan yang mempunyai
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resiko menengah dan tinggi yang dilakukan melalui pemeriksaan

lapangan, dengan demUdan dapat diketahui berapa jumlah dari SPT

Lebih Bayar yang diperiksa.

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan

dengan seiangkaian prosedur audit dan pengumpulan bukti audit

sebagai bahan evaluasi atas kewajaran penyusunan dan pelapoian

SPT oleh Wajib Pajak atau terperiksa. Penelitian dilakukan dengan

penelusuran kelengkapan SPT Masa PPN dan penelitian kebenaran

pengisian SPT beserta lampirannya.

Hasil dari pemeriksaan pajak dituangkan dalam laporan hasil

pemeriksaan pajak secara rinci, ringkas, sesuai dengan tujuan

pemeriksaan. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan pajak yang

didukung dengan bukti-bukti yang kuat tentang ada atau tidaknya

penyimpangan terhadap peraturan perpajakan dan memuat pula

pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilanjutkan dengan

dikeluarkannya laporan hasil pemeriksaan pajak dan pembahasan

akhir dengan Wajib Pajak, hasil pemeriksaan dapat ditindak lanjuti

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), dengan

demikian dapat diketahui apakah pemeriksaan penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

telah tercapai dan efektif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

4.1.1 Sejarah Singkat dan Peikembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bogor

Pada tahun 2000 dimulai reorganisasi Direktorat Jenderal

Pajak dengan terbentuknya KPP WP besar dan diikuti KPP Madya

dan KPP Pratama yang dibentuk pertama kali di Jakarta. Pada bulan

Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Kantor Pelayanan

PBB Bogor dan Karikpa Bogor disatukan menjadi Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bogor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai visi dan

misi dalam mencapai tujuan organisasinya. Visinya adalah menjadi

institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi

peipajakan modem yang efektif, efisien, dan dipercaya ma^arakat

dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan misi

yahu menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-

undang yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem

administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Kegiatan yang teijadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bogor telah terstruktur dengan baik sesuai dengan masing-masing

bagian. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempimyai tiigas
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melaksanakan penyuiuhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak

di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak

Bumi dan Bangunan dalam wewenangnya berdasarkan penmdang-

undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor menyelenggarakan

fiingsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan

potensi perpajakan dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak

Bumi dan Bangunan.

2. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan.

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat

lainnya.

4. Penyuluhan perpajakan.

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

6. Pelaksanaan ekstensifikasi.

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan.

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

9. Pengawasan dan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

11. Pelaksanaan intensifikasi.

12. Pembetulan ketetapan pajak.



47

13. Pengurangan Pajak Bum! dan Bangunan serta Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

14. Pelaksanaan administiasi kantor.

Tugas pokok dan fungsi yang diperankan oleh Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor merupakan mandat dari Direktorat

Jenderal Pajak berupa pencapaian target penerimaan negara dari

sektor perpajakan. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bogor berusaha menjadi aparat yang accountable yang mampu

menjalankan tugas secara beidaya guna dan bediasil guna, bersQi

dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat

mempertanggung jawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi

dan misi secara transparan.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor ialah instansi vertikal

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat

KPP Pratama Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai Struktur

organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Subbagian Umum;

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

c. Seksi Pelayanan;

d. Seksi Penagihan;

e. Seksi Pemeriksaan;
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f. Seksi Ekstensifikasi dan Perpajakan;

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11;

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi m;

j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya tugas masing-masing Seksi dan Subbagian

Umum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah sebagai

berikut: ■

1. Sub bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas

pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata

usaha dan kepegawaian^ keuangan, rumah tangga serta

perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor

Pelayanan Pajak.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas

melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,

penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan,

pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis

komputer. Pemantauan aplikasi eSPT dan e-Filling,

pelaksanaan e-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan

kineija.
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3. Seksi Pelayanan mempunyat tugas meogkoordinasikan

penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

pengadministrasian dokumen dan beikas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta

penerimaan surat lainnya, penyusunan perpajakan, pelaksanaan

registrasi Wajib Pajak dan keijasama perpajakan.

4. Seksi Penagihan mempunyat tugas melakukan urusan

penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran

tunggakan pajak penagihan akti^ usulan penghapusan piutang

pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan mempunyat tugas melakukan penyusunan

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan

pemeriksaan, penerbitan dan penyaiuran Surat Perintah

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan

laiimya.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyat tugas melakukan

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek

pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data ntlai objek

pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan

Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi HI, serta Seksi

Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai

tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan
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Konsultasi teknis perpajakan, penyusunan piofil Wajib Pajak

dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

4.1.3. Wilayah Keija Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Adapun Wilayah keija Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bogor adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bogor Selatan.

2. Kecamatan Bogor Utara.

3. Kecamatan Bogor Bamt.

4. Kecamatan Bogor Timur.

5. Kecamatan Bogor Tengah.

6. Kecamatan Tanah Saieal.

4.2 Babasan Identiiikasi dan tujuan Penelitian

4.2.1. Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Pemeriksaan pajak mempakan salah satu alat ukur dalam

melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan

oleh Direktorat Jenderal Pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak

tersebut dilaksanakan oleh Kantor-kantor Pelayanan Pajak setempat

sesuai dengan domisili W^ib Pajak berada. Berdasaikan informasi

yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, berikut

adalah data keadaan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bogor.
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Tabel 4.

SPT Masa PPN Tahun 2007-2010 pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Keterangan 2007 2008 2009 2010

SPT Masa PPN yang

diterima:

Nihi!

Kurang Bayar

Lebih Bayar

Jumlah SPT Masuk

3.895

2.832

1.438

8.165

4.320

3.221

1.518

9.059

4.802

3.447

1.164

9.413

4.965

3.735

1.268

9.968

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarican Tabel 4 Tersebut dapat diketahui bahwa pada

tahun 2007 jumlah SPT Masa PPN Nihil yang diterima Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor yaitu beijumlah 3.895 SPT,

sedangkan pada tahun 2008 SPT Nihil meningkat sebanyak 425 SPT

menjadi 4.320 SPT, sedangkan pada tahun 2009 SPT Nihil

bequmlah 4.802, dan pada tahun 2010 SPT meningkat sebanyak 163

SPT menjadi 4.965 SPT Nihil.

Sedangkan SPT Masa PPN yang Kurang bayar pada tahun

2007 beijumlah 2.832 SPT, pada tahun 2008 meningkat sebanyak

389 SPT menjadi 3.221 SPT. Pada tahun 2009 SPT beijumlah 3.447

SPT, yang pada tahun 2010 meningkat sebanyak 288 SPT menjadi

3.735 SPT.

Pada SPT Masa PPN yang lebih bayar pada tahun 2007

beijumlah 1.438 SPT, pada tahun 2008 meningkat sebanyak 80
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SPT. Pada tahun 2009 jumlah SPT yaitu 1.164 SPT, dan mengalami

kenaikan jumlah sebanyak 104 SPT, yaitu menjadi 1.268 SPT. Total

keseluruhan SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar, lebih

bayar dan nihil pada tahun 2007 yaitu sebesar 8.165 SPT, pada

tahun 2008 sebesar 9.059 SPT, tahun 2009 sebesar 9.413 SPT dan

pada tahun 2010 sebesar 9.968 SPT.

Untuk mengetahui kebenaran Wajib Pajak dalam melaporkan

SPT masa PPN, maka dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa

PPN. Pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN yang

mempunyai kriteria tertcntu sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dalam proses pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan

oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, terdapat tahap-tah^

pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena

Pajak yaitu:

1. Tahap Persiapan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

3. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

4. Tugas Tambahan

5. Tindak Lanjut
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4.2.1.1. Persiapan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Ni lai

Untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dilakukan

pemeriksaan teiliadap SPT masa PPN. Akan tetapi, tidak

semua SPT Masa PPN dilakukan pemeriksaan, Kriteria

SPT Masa PPN yang dilakukan pemeriksaan adalah

Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT dan Masa

PPN yang menyatakan Lebih Bayar.

Pelaksanaan proses Persiapan Pemeriksaan Pajak

yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

adalah:

1. Mempelajari beikas pajak atau data lain yang tersedia

berupa faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh PKP alas penyerahan BKP

dan/atau JKP. Faktur pajak terdiri atas dua jenis Mtur,

yaitu faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana.

Dengan cara mempelajari Surat Pemberitahuan

Pajak Pertambahan Nilai yang berupa faktur pajak dan

berikut bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan

untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan

usaha, kewajiban perpajakannya, susunan pemegang

saham dan pengurus dan sistem atau keanggotaan

usahanya.



54

TabelS.

Fafetur Pajakyang telah dipelajari
Tahan 2007-2010 pada

Keterangan 2007 2008 2009 2010

Faktur

pajak

standar

245 260 310 330

Faktur pajak

sederhana

60 75 90 120

Jumlah 305 335 400 450

(Sumber: KPP Piataraa Bogor, Tahun 2011)

Berdasarkan Tabel 5. Tersebut diketahui bahwa

dari basil pemeriksaan faktur pajak yang telah

dipelajari pada tahun 2007 berjumlah 305 faktur pajak,

yaitu 245 lembar faktur pajak standar dan 60 lembar

faktur pajak sederhana. Pada tahun 2008 beQumlah

335 faktur pajak, yaitu 260 faktur pajak standar dan

faktur pajak sederhana 75 lembar dan pada tahun 2009

beijumlah 400 faktur pajak terbagi dari 310 faktur

pajak standar dan 90 lembar fektur pajak sederhana,

pada tahun 2010 begumlah 450 faktur pajak yang

terbagi menjadi 330 faktur pajak standar dan 120 faktur

pajak sederhana.

Dapat diketahui bahwa jumlah fektur pajak

yang telah dipelajari oleh KPP Pratama Bogor data
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tahun 2007-2010 setiap tahunnya mengalami

peningkataiL

2. Melakukan analisis terhadap SPT Masa PPN.

Dalam pelaksanaan terdapat kegiatan-kegiatan

yang harus dilakukan adalah menganalisis berkas-

beikas SPT Masa PPN.

"  Tujuan dari melakukan analisis terhadap SPT

yaitu: Untuk menentukan titik kritis (critical point)

kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci

penentu besamya penghasilan atau penjualan.

■  Untuk menentukan akun-akun yang diprioritaskan

atau akun-akun yang akan dikembangkan dalam

pemeriksaan pajak.

Dalam Analisis SPT Masa PPN ini, SI>T Masa

dapat juga dikatakan tidak lengkap, apabila:

Penyampaian SPT Masa PPN dinyatakan tidak lengkap

apabila:

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama

Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk

dengan lengkap dan jelas;

2) SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Paj^

atau Kuasanya;
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3) SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak

tet^i tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus

atau SPT Masa;

4) Teidapat elemen SPT Induk yang diisi tidak

lengjcap;

5) SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan

bukti pelunasan berupa SSP yang sesuai.

Penyampaian SPT Masa PPN secara langsung

disampaikan dalam amplop tertutup dengan menulis:

•  Nama Wajib Pajak;

•  NPWP;

•  Tahun Pajak;

•  Status SPT (Nihii/Kurang Bayar/Lebih Bayar);

•  NomorTelepon.

Penyampaian SPT dapat diterima, atau

dinyatakan lengkap apabila:

1) SPT yang disampaikan Wajib Pajak diberikan

tanda terima SPT tanpa dilakukan penelitian

teriebih dahulu.

2) Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian SPT.

3) Apabila berdasaikan basil penelitian temyata SPT

dinyatakan tidak lengkap, Kantor Pelayanan Pajak

mengirimkan Surat Permintaan kelen^pan SPT

Kepada Wajib Pajak.
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4) Atas Pennmtaan kelengkapan SPT tersebut, Wajib

Pajak menyampaiakan kelengkapan SPT paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat

Peraiintaan Kelengkapan SPT ke Kantor Pelayanan

Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.

Tabel 6.

Jumlab SPT yang Lengkap dan tidak Lengkap
Tahun 2007-2010

Keterangan 2007 2008 2009 2010

SPT yang

tidak lengkap

1.761 2.040 2.210 2.160

SPT yang

lengkap

6.404 7.019 7.203 7.808

Jumlah 8.165 9.059 9.413 9.968

(SumbenKPP]hatama Bogor, Tahun 2011)

Pada tahun 2007 jumlah SPT yang tidak

lengkap beijumlah 1.761 SPT, pada tahun 2008

beijumlah 2.040 SPT, sedangkan pada tahun 2009

jumlah SPT menjadi 2.210 SPT dan pada tahun 2010

kembali menurun menjadi 2.160 SPT. Sedangkan Pada

tahun 2007 SPT yang lengkap beijumlah 6.404 SPT,

pada tahun 2008 meningkat sebanyak 615 SPT yaitu

menjadi 7.019 SPT.
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Pada tahun 2009 SPT yang lengkap SPT naOc

kembali menjadi 7.203 SPT dan pada tahun 2010

menjadi 7,808 SPT.

Peningkatan SPT tersebut dikarenakan:

•  Jumlah Wajib Pajak yang setiap tabunnya

bertambab;

•  Adanya Wajib Pajak yang tidak memakai formulir

secarabenar,

•  Adanya Wajib Pajak yang tidak menandatangani

SPT;

3. Identifikasi Masalah, yaitu mengidentifikasi masalab

yang telab ditemukan berdasarican basil analisis SPT

Wajib Pajak, pemeriksa pajak melakukan identifikasi

permasalaban yang perlu mendapatkan pertiatian dan

penekanan kbusus, agar pemeriksaan dapat berlangsung

secara efektif dan efisien dalam jangka waktu yang

tersedia yang relatif singkat.

4. Pengenalan lokasi Wajib Pajak.

Mensurvey lokasi Wajib Pajak, dalam bal ini pemeriksa

pajak melakukan peninjauan ke alamat tempat tinggal

dan tempat usaba Wajib Pajak, pemeriksa dapat

melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak untuk

mendapatkan kepastian mengenai keadaan Wajib Pajak

antara lain alamat Wajib Pajak, lokasi usaba, denab
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lokasi, dan kebiasan-kebiasaan lain yang periu

diketahui. Berikut jumlah Wajib Pajak yang diperiksa

berdasarkan wilayah keija Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bogor.

Tabel 7.

Jumiah Wajib Pajak yang diperiksa

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tahun 2007-2010

Tahun Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Tanah Jumlah

Selatan Utara Barat Timur Tengah Sareal Wajib

Pajak
2007 80 37 23 45 47 18 250

2008 85 32 25 47 50 23 262

2009 85 38 26 49 52 23 273

2010 87 38 29 49 60 27 290

(Sumben Seksl Pengoiahan Data dan Informasi KPP Pratama Bogor,
Tahun 2007-2010

Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor pada tahun 2007

beijumlah 250 Wajib Pajak dengan Jumlah terbanyak

yaitu di kecamatan Bogor Selatan dengan total 80

Wajib Pajak. Pada tahun 2008 Jumlah Wajib Pajak

yang diperiksa bertambah 12 Wajib Pajak yaitu 262

Wajib Pajak dengan jumlah Wajib Pajak terbanyak

berada di kecamatan Bogor Selatan yaitu 85 Wajib

Pajak, dan terendah begumlah 23 Wajib Pajak yaitu

berada di kecamatan Tanah Sreal.

Pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak bertambah

lagi menjadi 273 Wajib Pajak, dengan jumlah Wajib
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Pajak yang diperiksa terbanyak dan terendah masih

sama seperti tahun 2008.

Pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak

bertambah sebanyak 17 Wajib Pajak menjadi 290

Wajib Pajak. Bogor Selatan jumlah Wajib Pajak yang

diperiksa yaitu 87 Wajib Pajak, dan terendah pada

kecamatan Tanah Sareal yaitu 27 Wajib Pajak. Jadi,

jumlah Wajib Pajak yang diperiksa disetiap kecamatan

di Kabupaten Bogor selalu meningkat, hal ini

kemungkinan besar disebabkan karena jumlah Wajib

Pajak disetiap Kecamatan tersebut bertambah.

5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

Apabila dirasa perlu, ruang lingkup

pemeriksaan dan program pemeriksaan yang telah

disusun dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian

berdasaikan pengamatan teriiadap kondisi fisik usaha

dan praktik pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak.

Dengan tujuan agar pemeriksa dapat mencapai tujuan

atas ruang lingkup PPN yang telah dhentukan.

6. Menyusun program pemeriksaan prosedur.

Program prosedur yang telah disusun tujuannya

yaitu, agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang

optimal dan juga dijadikan sebagai alat untuk

mengawasi, membimbing dan mengarahkan



61

pelaksanaan taan yang pemeriksaan sesuai dengan

Rencana Pemeriksaan.

7. Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan

dipinjam.

Apabila terdapat kekhawatiran dari Wajib Pajak

dalam meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan

dokumen lainnya yang asli dengan alasan takut hilang,

Wajib Pajak dapat menyerahkan dan meminjamkan

kepada pemeriksa, fotokopiannya saja, asalkan

diiengkapi dengan surat pemyataan yang menyatakan

bahwa fotokopy tersebut sama/sesuai dengan aslinya.

Peminjaman buku dilaksanakan agar

pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal dan

juga dijadikan sebagai alat untuk mengawasi,

membimbing, mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan.

8. Menyiapkan Sarana Pemeriksaan.

Sarana pemeriksaan yang telah disiapkan berupa

Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, SP3, Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, Surat Pemyataan

Penolakan Pemeriksaan, Surat Permintaan Peminjaman

buku, catatan, dokumen.

Dalam Melakukan hal ini, Pemeriksa Pajak akan

melakukan peminjaman beiicas ke KPP dimana Wajib

Pajak terdaftar atau tempat penyimpanan berkas. Ada pun
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bericas yang dipinjam dari KPP atau tempat penyimpanan

berkas antara Iain:

a. SPT Masa PPN minimal 2 (dua) tahun pajak

b. Snrat Setoran Pajak

c. Faktur Pajak

d. Laporan Keuangan yang menjadi lampiran SPT Masa

PPN minimal dua tahun.

Dalam setiap pemeriksaan SPT Masa PPN Lebih

Bayar milik Pengusaha Kena Pajak, pemeriksaan harus

melakukan analisis resiko. Analisis resiko adalah proses

penilaian resiko ketidakbenaran SPT Masa PPN untuk

menentukan Pengusaha Kena Pajak dalam kategori resiko

sangat rendah, rendah, menengah dan tinggi. SPT Masa

PPN Lebih Bayar yang mempunyai resiko sangat rendah

dilakukan melalui pemeriksaan kantor dan yang

mempunyai resiko menengah dan tinggi dilakukan melalui

pemeriksaan l^pangan.

Berikut ini adalah tabel SPT Masa PPN Lebih bayar

yang dilakukan Pemeriksaan Pajak.
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Tabel 8.

SPT Masa PPN Lebib Bayar Tahun 2007-2010
Kantor Pelavanan Pajak Praltama Bogor

Keterangan 2007 2008 2009 2010

SPT Badan 848 866 713 822

SPT Orang Pribadi 590 652 451 446

Jumlah 1.438 1.518 1.164 1.268

Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarkan data di atas SPT Lebih Bayar yang akan

dilakukan pemeriksaan pada tahun 2007 adalah sebanyak

1.438 SPT dan pada tahun 2008 sebanyak 1.518 SPT, tahun

2009 sebanyak 1.164 SPT, dan pada tahun 2010 sebanyak

1.268 SPT.

4.2.1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai

Yang dimaksud dengan tahap pelaksanaan

pemeriksaan adalah melakukan serangkaian kegiatan

prosedur audit dan pengumpulan bukti audit sebagai bahan

evaluasi atas kewajaran penyusunan dan pelaporan SPT

oleh Wajib Pajak atau terperiksa.

Luas pemeriksaan }^g telah ditentukan berdasarkan

petunjuk yang diperoleh pada tahap persiapan harus

dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan,

permintaan keteiangan, konfirmasi, teknik sampling dan

pengujian lainnya bericenaan dengan pemeriksaan.
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Secara berunitan ketentuan tentang pemeriksaan

adalah, berdasaikan pasal 29 ayat 1 UU KUP yang

bemenang melakukan pemeriksaan pajak adalah Direktur

Jenderal Pajak. Tata cara pemeriksaan sesuai dengan

ketentuan Pasal 31 ayat 1 UU KUP cara pemeriksaan diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK).

Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN) merupakan

surat yang digunakan Wajib Pajak yang terutang menurut

ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan,

oleh karena itu SPT Masa PPN merupakan dasar atau tolak

ukur dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan

dilakukan dengan cara yaitu:

1. Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili.

Dalam hal ini pemeriksa diharapkan sudah bisa

mendapatkan informasi Wajib Pajak untuk mendapatkan

kepastian mengenai keadaan Wajib Pajak antara lain

alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, dan

kebiasaan-kebiasaan Iain yang perlu diketahui, misalnya

jam keija, arus keluar masuk barang, keadaan bisnis

Wajib Pajak terkini, sistem informasi akuntansi yang

digunakan. Standard Operating Procedure (SOP) untuk

penjualan, retur penjualan, pembelian, retur pembelian
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dsb. Pemeriksaan juga d^t dilaksanakan di kantor

pajak.

Tabel9.

Jumlah Wajib Pajak Tahun 2007-2010 pada

Tahun Wajib Pajak
Badan

Wajib Pajak
Orang
Pribadi

Jnmlab

Wajib Pajak
terdaftar

2007 7.126 1.039 8.165

2008 7.858 1.171 9.059

2009 8.091 1.322 9.413

2010 8.599 1.369 9.968

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak
Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Pada tahun 2007 jumlah Wajib Pajak yang

terdaflar yaitu 8.165, yang terbagi atas 7.126 Wajib

Pajak Badan dan 1.039 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada

tahun 2008 bequmlah 9.059 Wajib Pajak, teidiri dari

7.858 Wajib Pajak Badan dan 1.171 Wajib Pajak Orang

Pribadi. Pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak yang

terdaftar meningkat 354 Wajib Pajak dengan Wajib

Pajak Badan yang beQumlah 8.091 dan 1.322 Wajib

Pajak Orang Pribadi. Pada tahun 2010 Wajib Pajak yang

terdaflar meningkat lagi sebanyak 508 Wajib Pajak yaitu

8.599 Wajib Pajak dengan Wajib Pajak Orang Pribadi

menjadi 1.369 dengan jumlah keseluruhan Wajib Pajak

yang terdaftar yaitu 9.968 Wajib Pajak.
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2. Melakukan penelitian atas Pengendalian Internal

Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan

prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan

manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan

sasaran satuan usaha dapat dicapai. penilaian

pengendalian internal yang dilakukan yaitu mencakup

tindakan, kebijakan, dan prosedur yang meiefleksikan

keseluruhan sikap manajemen.

3. Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

Pemutakhiran ruang lingkup dan program

pemeriksaan mencakup program pemeriksaan yang telah

dimutakhirkan, dengan tujuan agar pemeriksaan dapat

mencapai tujuan yang diinginkan oleh KPP.

4. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

Tujuan konfirmasi kepada pihak ketiga yaitu

menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau

informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang

diperoleh dari pihak ketiga yang terlibat

Konfirmasi yang dimaksudkan tersebut pada

hakekatnya adalah permintaan informasi kepada pihak

ketiga tentang sesuatu hal yang perlu diklarifikasikan

kebenarannya. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah

Bank dan KPP lainnya yang terlibat dalam proses

pemeriksaan tersebut.
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5. Menyusun kertas kega pemeriksaan.

Keitas keija yang telah disusun antara lain

mengenai:

•  berbagai Mtor perbandingan;

•  nilai absolut dari penyimpangan;

•  si&t dari penyimpangan;

•  petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;

•  pengaruh penyimpangan;

•  hubungmi dengan permasaiahan lainnya.

6. Memberitahukan basil pemeriksaan Kepada Wajib

Pajak.

Hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan

kepada Wajib Pajak dalam bentuk pemberitahuan hasil

pemeriksaan adalah sangat penting dalam proses

pemeriksaan, karena dalam Pasal 36 ayat 1 hurup d UU

KUP disebutkan bahwa, Direktur Jenderal Pajak karena

jabatan atau hasil pemeriksaan pajak atau surat

ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang

dilaksanakan tanpa:

a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil

pemeriksaan, atau

b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib

Pajak.
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7. Melakukan Closing conference dengan Waj ib Pajak.

Closing conference menipakan pembahasan yang

dilakukan antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak

atas temuan tersebut, baik yang tidak disetujui,

dituangkan dalam berita acara basil pemeriksaan yang

ditandatangan! oleh pemeriksa pajak dan Wajib Pajak.

Closing conference yang telah dilakukan

bertujuan sebagai upaya memberikan hak kepada Wajib

Pajak untuk memberikan pendapat dan sanggahan atas

temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terfaadap seluruh

jenis pajak yang diperiksa.

Teknik-teknik pemeriksaan yang dilakukan dalam

pelaksanaan pemeriksaan antara lain:

1. Melakukan analisis angka-angka;

2. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen;

3. Pengujian kaitan:

a. Arus Barang;

b. Arusuang;

c. Arus utang;

d. Arus piutang;

4. Pengujian atas mutasi;

5. Pemanfaatan mformasi pihak ketiga;

6. Merekonsiliasi;

7. Footing-Croosfooting;
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8. Vouching;

9. Melakukan konfirmasi;

Berikut adalah Standard Operating Procedure (SOP)

tata cam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

1. Berdasarkan SP3 (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak),

Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep surat panggilan

dalam rangka pemeriksaan pajak yang ditandatangani

Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan dikirimkan

kepada Wajib pajak.

2. Wajib Pajak yang memenuhi panggilan sesuai dengan

waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat

panggilan dengan membawa buku, catatan, dan

dokumen yang diperlukan oleh tim Pemeriksa Pajak

dan dibuatkan bukti peminjaman/pengembalian dengan

rinci dan jelas oleh Tim Pemeriksa Pajak.

3. Pada saat memulai pemeriksaan, Tim pemeriksa pajak

hatus memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa

pajak dan SP3 kepada Wajib pajak.

4. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, maka

Tim Pemeriksa Pajak membuat berita Acara Tidak

Dipenuhinya Pan^iian Pemeriksaan dan LPP untuk

ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala

Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan
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Pajak dq)at menerbitican Surat Ketetapan Pajak

dan/atau Surat Tagihan Pajak secara jabatan

sebagaimana dimaksud dalam LPP yang penghasilan

netonya dihitung berdasarkan Norma Perbitungan

Penghasiian Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan (SOP Tata Cara

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak). LPP kemudian

ditatausahakan dl Seksi Pemeriksaan (SOP Tata Cara

Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota

peihitungan/Nothit)

5. Berdasarkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen

yang ada, Tim Pemeriksa Pajak melakukan

pemeriksaan dan menyusun Kertas Keija Pemeriksaan.

6. Setelah pemeriksaan diselesaikan (LPP telah disusun),

Tim Pemeriksa Pajak membuat SPHP yang dilampiri

dengan daftar temuan pemeriksaan pajak yang

ditandatangani oleh Kepala KPP, dan dikirimkan

kepada Wajib Pajak.

7. Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis baik setuju

maupun tidak setuju atas temuan hasil pemeriksaan

dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan Hasil

Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil

Pemeriksaan; Wajib Pajak yang tidak setuju atas

sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan kemudian
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mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat

Tanggapan Hasil Pemeriksaan dilampiri dengan bukti-

bukti pendukung sanggahan serta penjelasan;

8. Beradasarkan Surat Tanggapan dari Wajib Pajak, Tim

Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan dengan Wajib

Pajak.

9. Tim Pemeriksa pajak membuat risalah pembahasan

yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

10. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil

pembahasan dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib

Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala

Kantor Pelayanan Pajak agar perbedaan tersebut

dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahas Tingkat

UP3 yang bersangkutan; hasil pembahasan tersebut

dituangkan dalam Risalah Tim Pemeriksa Pajak kepada

Wajib Pajak; dalam hal masih terdapat perbedaan atara

hasil pembahasan kedua di tingkat kanwil atasannya

dengan menggunakan surat permohonan.

11. Berdasarkan Risalah pembahasan atau risalah tim

pembahas, Tim Pemeriksa Pajak untuk menandatangani

Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka

Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

12. Hasil pembahasan Akhir dituangkan dalam suatu Berita

Acara Hasil Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor
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Pelayanan Pajak. Jika dalam hal ini Wajib Pajak

menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil

Pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat catatan tentang

penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil

Pemeriksaan.

13. Apabila Wajib Pajak tidak memberi tanggapan dan/atau

tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan,

hams dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib

Pajak atau berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak

yang disetujui oleh Tim Pemeriksa Pajak.

14. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil

Pemeriksaan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan,

Wajib Pajak dapat menyampaikan formulir kuesioner

yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktur

Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.

15. Tim pemeriksa Pajak melengkapi LPP dengan

dokumen-dokumen tericait, dan memproses nothit KPP

yang telah dibuat, kemudian disusun paraf oleh Tim

Pemeriksa Pajak sedangkan LPP ditandatangani oleh

Tim Pemeriksa dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Pemprosesan nothit untuk dherbitkan Surat Ketetapan

Pajak diuraikan di SOP Tata Cara Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak.
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16. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang

dipinjam dari Wajib Pajak dikembalikan secara lengkap

dan utuh kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari

sejak selesainya pemeriksaan dan dibuatkan bukti

peminjaman/pengembalian oleh Tim Pemeriksa Pajak.

17. LPP yang sudah ditandatangani Kepala Kantor

Pelayanan Pajak kemudian disampaikan ke Seksi

Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara

Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota

Perhitungan (nothit).

18. Proses selesai.

4.2.1.3. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Hasil pemeriksaan pajak hams dituangkan dalam

laporan hasil pemeriksaan pajak secara rinci, ringkas, sesuai

dengan tujuan pemeriksaan disusun dengan menggunakan

berbagai Kertas Keija Pemeriksaan sebagai dasar acuannya.

Hal ini mempeijelas hubungan yang kuat antara KKP

dengan LHP. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan pajak

yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat tentang ada

atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perpajakan

dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang

diperlukan dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan

Pemndang-undangan Perpajakan.
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Berdasaikan hasil petneriksaan pajak yang

dilanjutkan dengan dikeluaikannya lqx>ran hasil

pemeriksaan pajak dan pembahasan akhir dengan Wajib

Pajak, hasil pemeriksaan dapat ditindak lanjuti dengan

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). SICP

merupakan hasil dari pemeriksaan pajak yang teidiri dari:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Merupakan suatu ketetapan yang menentukan

besamya jumlah pokok pajak yang teihutang, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah pajak

yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan apabila

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

pajak yang terhutang tidak bayar atau kurang bayar.

Berikut ini adalah SKPKB yang di terbitkan oleh

KPP Pmtama Bogor:

Tabel 10.

SKPKB yang diterbitkan Tahun 2007-2010
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Tahun Jumlah SKPKB

yane diterbitkan

2007 15

2008 21

2009 23

2010 26

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)
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2. Suiat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SBCPKBT)

Adalah surat keputusan yang menambah jumlah

pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan

apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan

penambahan Jumlah pajak yang teriiutang setelah

dilakukan pemeriksaan.

Tabel 11.

SKPKBT yang diterbitkan Tahun 2007-2010
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Tahun Jumlah SKPKBT

yane diterbitkan

2007 6

2008 4

2009 2

2010 3

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Sanksi Administrasi dalam SKPKBT berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah

kekurangan pajak, kecuali SKPKBT diterbitkan

berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas

kehendak sendiri, dengan syarat Direktorat Jenderal

Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan

dalam rangka penerbitan SKPKBT.

Apabila jangka waktu 5 Oima) tahun telah lewat,

SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh
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delapan persen) daii jumlah pajak yang tidak atau

kuiang dibayar, dalam hat W^ib Pajak setelah Jangka

waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana kaiena

melalailcan tindak pidana dibidang perpajalcan atau

tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan negara berdasaiican putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran pajak Icarena jumlah

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang

atau tidak seharusnya terhutang. SKPLB diterbitkan

apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah

pajak yang teiiiutang.

Tabel 12.

SKPLB yang diterbitkan Tahun 2007-2010

Tahun Jamlab SKPLB

yane diterbitkan

2007 15

2008 •8

2009 3

2010 5

(Sumber: Seksi Pemericsaan Kantor Pe ayanan

Pajak Pratama Bogor, Tahim 2007-2010)
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Jika SKPLB diterbitkan lebih dari 1 bulan setelah

12 bulan terlewati maka Wajib Pajak akan mendapat

pengembalian sebesar lebih bayar dalam SPKLB

ditambah imbalan bunga 2% per bulan.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

bahwa tidak ada jumlah kelebihan pembayaran pajak

ataupun kekurangan pembayaran pajak daripada pajak

yang terutang. SKPN diterbitkan apabila setelah

dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah

pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang

terutang.

Tabel 13.

SKPN yang diterbitkan Tahun 2007-2010

Tahun Jumlah SKPN

yang diterbitkan

2007 7

2008 11

2009 13

2010 5

(Sumben Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan hasil dari

pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor balk yang dilakukan di

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun
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dilaksanakan di lapangan. Berikut meropakan hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh PPN Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor tahun 2007-2010.

Tabel 14.

SKPKB, SKPKBT, SKPKLB, SKPKN yang diterbitkan

Tahun 2007-2010 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Keterangan SKPKB SKPKBT SKPKLB SKPN

2007 15 6 5 7

2008 21 4 8 11

2009 23 2 3 13

2010 26 4 5 5

(Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan

SKPKB dalam hal-hal sebagai berikut:

a) Apabila berdasarican hasil pemeriksaan atau

keterangan Iain pajak yang terutang tidak atau

kurang dibayar,

b) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor

Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;

c) Apabila kewajiban pembukuan atau saat

pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat

diketahui besamya pajak yang terutang;
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Atas kekurangan bayar di SKPKB ditambah

dengan sanksi administtasi sebesar 2% (dua persen) per

bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung

sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa

Pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sampai

dengan diterbitkannya SKPKB.

a) Apablla Surat Pemberitahuan tidak disampaikan

dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah

ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat

Teguran;

b) Apablla berdasaikan hasil pemeriksaan atau

keteiangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah temyata

tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih

pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol

persen).

Atas kekurangan bayar di SKPKB ditambah

dengan sanksi administrasi berupa kenaikan:

1. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Pen^asilan

yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun

pajak;
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2. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang

tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang

dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong

atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;

3. 100% (seratus persen) dari PPN dan Jasa dan

PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

4.2.2 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bogor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor didirikan dalam

rangka membantu pelaksanaan kegiatan dibidang perpajakan

khususnya di wilayah keija Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Adapun tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor adalah

melaksanakan penyuluhan, pel^anan, dan pengawasan Wajib Pajak

di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya,

Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya

berdasarican peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

dalam menjalankan fungsinya adalah Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai yang berperan penting sebagai sumber

pendapatan Negara seperti pajak laitmya.

Dalam membantu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mempunyai target
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penerimaan pajaknya seodiri. Target tersebut ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan berbagai

pertimbangan seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaflar di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan berbagai pertimbangan

yang potensial untuk mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya

Pajak Pertambahan Nilai.

Target tersebut dijadikan acuan bagi Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bogor untuk menjalankan fiingsinya dalam melaksanakan

peipajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,

khususnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk

mendapatkan penerimaan pajak yang optimal,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor diharuskan

memperoleh target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah

ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, realisasi

penerimaan pajak tidak selalu mencapai target yang ditentukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan berbagai macam hal. Kendala

tersebut disebabkan Wajib Pajak dalam melapoikan Surat

Pemberitahuan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau

Surat Pemberitahuan yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan

yang sebenamya dan masih banyak terdapat Wajib Pajak yang telat

menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga kemungkinan besar

Surat Pemberitahuan tersebut dimajukan ketahun setelah

pemeriksaan.
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Berikut ini data target realisasi penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor:

Tabel IS.

Target dan Realisasi Penerimaan PPN pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tahun

Target
Penerimaan PPN

(Rp)

Realisasi

Penerimaan PPN

(Rp)

% Realisasi

Penerimaan

PPN

2007 229.271.652.000 104.215.010.382 45%

2008 137.398.054.771 112.602.894.665 82%

2009 398.809.400.000 293.354.654.745 74%

2010 197.733.250.000 176.488.693.371 89%

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarkan tabel 16. di atas dapat realisasi penerimaan PPN

pada tahun 2007 sebesar 45%, tahun 2008 realisasi penrimaan PPN

82%, tahun 2009 realisasi PPN 74% dan pada tahun 2010 realisasi

sebesar 89%. Berdasarkan uraian tersebut realisasi penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor belum

mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, pada tahun 2010

target penerimaan PPN menurun hal ini dikarenakan:

• Perusahaan yang dikelolah Wajib Pajak mengalami koleps;

• Adanya indikasi penggelapan pajak dari perusahaan Wajib Pajak

yang diperiksa oleh fiskus;

• Adanya tunggakan pembayaran pajak dari Waji Pajak.
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4.2.3 Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap

Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bogor telah sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah

ditetapkan oleh Direkorat Jenderal Pajak, karena seperti yang

diketahui pemerintah hanya akan menjalankan pemeriksaan sesuai

dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan agar pelaksanaan

pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya, Pemeriksaan pajak

merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal

pajak dalam melaksanakan pengawasan keptuhan Wajib Pajaknya.

Sebagai dasar untuk mengawali pemeriksaan pajak, Seksi

Fungsional Pemeriksaan dengan melihat SPT Masa PPN untuk

Wajib Pajaknya perlu atau dilaksanakan pemeriksaan pajak. Sesuai

dengan iungsi SPT yaitu sebagai sarana pelaporan, perfaitungan, dan

pembayaran pajak yang terhutang, seberapa besar jumlah pajak yang

disetorkan dan seberapa besar jumlah kelebihanykekurangan jumlah

pajak yang disetorkan.

Dari SPT Masa PPN yang diterima oleh Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bogor, Wajib Pajak yang dalam melaporkan SPT

Masa PPN ada yang menyatakan lebih bayar dan kurang bayar. Dari

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat fiskus, telah
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diterbitkan SKPKB, SKPLB dan SKPN. Apabila Wajib Pajak yang

diterbitkan SKPKB maka Wajib Pajak hams membayar kekurangan

tersebut, sedangkan yamg diterbitkan SKPLB, maka pemerintah

berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada Wajib

Pajak.

Berikut data basil pemeriksaan yang diterbitkan sebagai

SKPKB.

Tabel 16.

SKPKB yang diterbitkan Tahun 2007-2010
KPP Pratama Bogor

Tahun
Jumlah SKPKB

yang diterbitkan

Jumlah SKPKB

dalam Rupiah
(Rp)

2007 15 4.341.100.034

2008 21 6.522.515.087

2009 23 7.206.723.000

2010 26 9.391.095.000

(Sumber; Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berdasarkan Tabel 17. Di atas diketahui bahwa dari basil

pemeriksaan terhadap SPT Lebib Bayar yang diperiksa pada tahun

2007 yang diterbitkan sebagai SKPKB adalab sebanyak 15 lembar

sebesar Rp 4.341.100.034, pada tahun 2008 sebesar Rp

6.522.515.087, tahun 2009 sebesar Rp 7.206.723.000, dan pada

tahun 2010 sebesar Rp 9.391.095.000.

Berdasarkan kelebihan tersebut maka pemerintah wajib

mengembalikan kelebihan tersebut kepada Wajib Pajak.

Berikut data basil pemeriksaan SPKBT yang di terbitkan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam Rupiah.
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Tabel 17.

SKPKBT yang diterbitkan Tahan 2007-2010
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Tahun Jnmlah

SKPKBT yang
diterbitkan

Jnmlah SKPKB

yang diterbitkan
dalam Rnpiah

(Rp)
2007 6 35.726.214

2008 4 16.144.000

2009 2 15.030.000

2010 3 18.850.731

(Sumber: Seksi Pengeiolahan Data dan Infonnasi KPP
Pratama Bogor, Tahun 2007-2010

Berikut data hasil pemeriksaan SPKBT Tahun 2007-2010

yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam

Rupiah.

Tabel 18.

SKPLB yang diterbitkan Tahun 2007-2010
Pada Kantor Peii^anan Pajak Pratama Bogor

Tahun Jnmlah Jnmlah SKPLB yang
SKPLB yang diterbitkan dalam

diterbitkan Rnpiah
(Rp)

2007 15 86.461.000

2008 8 56.374.000

2009 3 6208.401

2010 5 11.016.087

(Sumber: Seksi Pengeiolahan Data dan Informasi KPP
Pratama Bogor, Tahun 2007-2010)

Berikut data hasil pemeriksaan SPKN Tahun 2007-2010

yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dalam

Rupiah.
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Tabel 19.

SKPN yang diterbitkan Tahon 2007-2010
Pada Kantor Pelayanan PajakPratama Bogor

Tahun Jumiah SKPN

yang diterbitkan

2007 7

2008 11

2009 13

2010 5

(Siunber: Seksi Pengelolahan Data dan Informasi KPP Pratama
Bogor, Tahun 2007-2010)

Apabila Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampukan

SPT Masa PPN lebih bayar dalam jangka waktu 1 tahun sejak SPT

Masa PPN lebih bayar diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama

belum dilakukan pemeriksaan, maka pemerintah wajib

mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada Wajib Pajak

sebesar nilai dalam SPT Masa PPN tersebut

Tabel 20.

Jumiah Pengusaha Kena Pajak yang Tahun 2007-2010
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor

Keterangan 2007 2008 2009 2010

Badan 2.036 2.246 2.372 2.685

Orang Pribadi 608 625 633 651 •

(Sumber. Seksi Pengelolahan Data dan Informasi KP^ Pratama

Bogor, Tahun 2007-2010)

Untuk peihitungan persentase Realisasi Penerimaan PPN

adalah:

Realisasi Penerimaan PPN x 100%

Target Penerimaan PPN
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Berikut ini adalah data target dan realisasi pada tahun 2007-

2010 dari SPKB dan SKPKBT Pada KPP Pratama Bogor.

Tabel21.
Tai^et dan Realisasi Penerioiaan PPN dari SKPKB dan SKPKBT

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bogor Taimn 2007-2010

KcterangsD 2007 2008 2009 2010

Taiget Penerimaan PPN(Rp) 229.27I.6S2.000 137398.054.771 398.809.400.000 197.733350.000

Realisasi Penerimaan PPN 109.215.010382 112.602.894.665 293354.654.745 176.488.693371

% Realisasi PPN 45% 82% 74% 89%

Penerimaan PPN berdasarkan

SKPKB

4341.100.034 6322315.087 7300.723.000 9391.095.100

Penerimaan PPN berdasarkan

SKPKBT
35.726314 16.144.000 15.030.000 18.850.731

Pengembalian berdasaikan

SKPLB
86.461.0<M) 56.374.000 6308.401 11.016.087

Total Penerimaan PPN 4.290365.248 6.482385.087 7309344.599 9.398.929.744

Realisasi Penerimaan PPN

setelah pemeriksaan pajak 113305375.630 119.085.179.752 300364.199344 185.887323.115

% Realisasi Penerimaan PPN

setelah pemeriksaan pajak 493% 86,6% 753% 94%

'Sumber; Seksi Pengelolahan Data Ian Infoimasi KPP Pratama Bogor,
Tahun 2007-2010)

Berdasaikan tabel 22. Di atas diketahui bahwa pada tahun

2007-2010 penerimaan Pajak Pettambahan Niltu setelah dilakukan

pengembalian kelebihan pembayaran target penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai tidak tercapai dan penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai menjadi belum efektif.

1. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan PPN sebesar

104.251.010.382, persentase realisasi penerimaan PPN yaitu
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45%, dari penerimaan SKPKB sebesar 4.341.100.034, sedangkan

penerimaan SKPKBT sebesar 35.72.214 sehingga total

penerimaan bersih dari PPN setelah dikurangi SKPLB sebesar

86.461.000, yaitu 4.290.365.248, realisasi setelah pemeriksaan

menjadi sebesar 113.505.375.630.

2. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan PPN sebesar yaitu

112.602.894.665 persentase realisasi penerimaan PPN yaitu 82%,

dari SKPfCB sebesar 6.522.515.087 sedangkan penerimaan

SKPKBT sebesar 16.144.000 sehingga total penerimaan bersih

dari PPN setelah dikurangi SKPLB sebesar 56.374.000, yaitu

6.482.285.087, realisasi setelah pemeriksaan menjadi sebesar

119.085.179.752.

3. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan PPN sebesar yaitu

293.354.654.745 persentase realisasi penerimaan PPN yaitu 74%,

dari SKPKB sebesar 7.206.723.000 sedangkan penerimaan

SKPKBT sebesar 15.030.000 sehingga total penerimaan bersih

dari PPN setelah dikurangi SKPLB sebesar 6.208.401, yaitu

. 6.482.285.087, realisasi setelah pemeriksaan menjadi sebesar

300.564.199.344.

4. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan PPN sebesar yaitu

176.488.693.371 persentase realisasi penerimaan PPN yaitu 89%,

dari SKPKB sebesar 9.391.095.100 sedan^can penerimaan

SKPKBT sebesar 18.850.731 sehingga total penerimaan bersih

dari PPN setelah dikurangi SKPLB sebesar 11.016.087, yaitu
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9.398.929.744, realisasi setelah pemeriksaan menjadi

9.398.929.744.

Terlihat bahwa dari tahun 2007-2010 tai;get penerimaan

SKPKB selaiu mengalami kenaikan, sedangkan SKPKBT pada

tahun 2008, 2009 dan 2010 mengalami penunman kembali, hal inl

disebabkan karena Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setiap

tahunnya mengalami peibedaan dan yang terealisasi sesuai dengan

yang di targetkan, sedangkan penerimaan pajak setelah dilakukan

pemeriksaan, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan

penerimaan PPN sebelum dilakukan pemeriksaan. Berdasarkah tabel

22 penulis dapat menyimpulkan bahwa target penerimaan PPN dan

SKPKB tidak terealisasi serta sesuai yang telah dikeluarkan pihak

fiskus karena disebabkan oleh fektor kurangnya kesadaran Wajib

Pajak itu sendiri dalam memenuhi atau memberikan kontribusi ke

Negara dalam bentuk pajak masih sangat kurang, serta masih

kurangnya pengetahuan dan pemahaman untuk melakukan pengisian

SPT yang benar dan melaporkan bukan dengan keadaan yang

sebenamya oleh Wajib Pajak sehinga pihak fiskus hams

mengkoreksi kembali dan mengeluarkan SKPKB terhadap

kekurangan hutang pajak yang terhutang bagi wajib pajak, dan masih

banyaknya Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Dari hasil perhitungan dan pembahasan di atas dapat

disimpulkan bahwa hipotesis ke tiga dapat diterima yaitu bahwa

peranan pemeriksaan PPN terhadap wajib pajak cukup efektif untuk
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peninglcatan penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Piatama

Bogor. Hal ini dapat kita liliat bahwa sebelum dilakukan

pemeriksaan penerimaan pajak yang terealisasi dart target

penerimaan PPN yaitu tahun 2007 sebesar 45%, tahun 2008 sebesar

82%, tahun 2009 sebesar 74% dan tahun 2010 sebesar 89%. Dan

setelah dilakukan pemeriksaan maka yang tereliasasi dari target

penerimaan PPN yaitu tahun 2007 menjadi 49,5% atau naik 4,5%,

tahun 2008 menjadi 86,6% atau naik 4,6%, tahun 2009 menjadi

75,3% atau naik 1,3% dan tahun 2010 menjadi 94% atau naik

sebesar sebesar 5%. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa

peianan pemeriksaan PPN cukup efektif dalam meningkatkan

penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.



BABY

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya tentang

Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap

Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bogor, maka penulis akan mencoba menarik kesimpulan

sebagai berikut:

5.1.1. Simpulan Umum

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang berlokasi di

jalan Ir. H. Juanda No. 64, Bogor merupakan Instansi Pemerintah

yang bergerak di bidang pelayanan pajak kuhususnya di daerah

Bogor dan sekitamya, tugas pokok dan fungsi yang diperankan

merupakan mandat dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan

kesepakatan dan perundang-undangan perpajakan.

5.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan basil penelitian yang telah dilakukan maka

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang di hadapi KPP Pratama Bogor yaitu target

penerimaan PPn tidak tercapai dan target penerimaan PPN

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

91
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2. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Eksplorati^

metode penelitiannya adalah studi kasus dan tekhnik penelitian

yang di pakai adalah analisis komparatif.

3. Berdasarkan identifikasi masalah mengenat Bagaimana

pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, dan dari hasil

pembahasan maka hipotesis mengenai Bagaimana pelaksanaan

pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor telah beijalan dengan baik

dapat di terima karena telah sesuai dengan ketentuan peratuian

perundang-undagan perpajakan. Berdasarkan data wajib pajak

yang di peroleh tahun 2007-2010, jumlah wajib pajak yang di

periksa oleh KPP pratama Bogor yaitu pada tahun 2007

sebanyak 250 WP, tahun 2008 sebanyak 262 WP, tahun 2009

sebanyak 273 WP dan pada tahun 2010 sebanyak 290 WP.

4. Berdasarkan identifikasi masalah mengenai efektifltas

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bogor, dan dari hasil pembahasan, maka

hipotesis mengenai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor belum efektif karena

jumlah PPn yang ditaigetkan tidak tercapai. Hal ini dapat di

buktikan dari data wajib pajak yang di peroleh tahun 2007 dari

target penerimaan sebesar Rp.229.271.652.000 yang terealisasi

sebesar RP. 104.215.010.382, pada tahun 2008 target
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penerimaan Rp.137.398.054.771 dan yang terealisasi sebesar

Rp. 112.602.894.665, sedangkan pada tahun 2009 target

penerimaan sebesar RP.398.809.400.000 yang terealisasi

sebesar RP.293.354.654.745, dan pada tahun 2010 yang di

targetkan Rp. 197.733.250.000 dan yang terealisasi sebesar

Rp. 176.488.693.371.

5. Berdasarkan identifikasi masalah menganai peranan

pemeriksaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap

efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bogor, dan dari hasil pembahasan,

maka hipotesis mengenai Pemeriksaan pajak atas Pajak

Pertambahan Nilai berperan terhadap efektivitas penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bogor diteriman. Hal ini dapat kita lihat setelah dilakukan

pemeriksaan tahun 2007 dari target penerimaan sebesar

Rp.229.271.652.000 dan yang terealisasi naik sebesar RP.

113.505.375.630, pada tahun 2008 target penerimaan

Rp. 137.398.054.771 dan yang terealisasi sebesar Rp.

119.085.179.752, sedangkan pada tahun 2009 target

penerimaan sebesar RP.398.809.400.000 yang terealisasi

sebesar RP. 300.564.199.344, dan pada tahun 2010 yang di

targetkan Rp. 197.733.250.000 dan yang terealisasi naik sebesar

Rp. 185.887.623.115. Ada beberapa faktor sehinga target
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penerimaan tidak terpenuhi sehinga dilakukan pemeriksaan

yaitu:

a. kurangnya kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam

memenuhi atau memberikan kontribusi ke Negara dalam

bentuk pajak masih sangat rendah.

b. masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman untuk

melakukan pengisian SPT yang benar dan melapoikan bukan

dengan keadaan yang sebenamya oleh Wajib Pajak sehinga

pihak fiskus hams mengkoreksi kembali dan mengeluarkan

SKPKB teihadap kekurangan hutang pajak yang terhutang

bagi wajib pajak

c. masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan penggelapan

pajak.

5.2. Saran

Beidasaikan hasil penelitian yang penulis lakukan pada KPP

Pratama Bogor maka penulis dapat menyampaikan saran yang mungkin

dapat berguna bagi KPP Pratama Bogor sebagai bahan pertimbangan dalam

perbaikan kekurangan-kekurangan yang ada, guna meningkatkan

penerimaan PPN, antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogon

a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor mengadakan beberapa

kegiatan sosialisasi dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan

pengawasan, yang bertujuan untuk memahami cara pengisian SPT
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dengan benar serta guna menumbuhkan kesadaran ma^aiakat

bahwa penting mematuhi kewajiban perpajakannya sebagai sumber

penerimaan Negara bagi pelaksanaan pembangunan Negara.

b. Sanksi yang tegas bagi aparat pajak maupun bagi Wajib Pajak

hams benar-benar dilaksanakan dengan sehamsnya sehingga akan

menguiangi kecendemngan Wajib Pajak Melakukan pelanggaran.

c. Kantor Peiayanan Pajak Pratama Bogor hams meningkatkan

kualitas Sumber Daya Manusia kaiyawannya, temtama

pemeriksaan pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Guna mendapatkan penelitian yang lebQi baik lagi pada masa akan

datang, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan

menggunakan atau menambahkan variabel-variabel lain yang

berpengaruh terhadap pemeriksaan nilai terhadap penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai, seperti tingkat kepatuhan Wajib pajak, dan kineija

keija pemeriksaan, dan Iain-lain.
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Target dan Realisasi Penerimaan PPN dari SKPKB dan SKPKBT
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bogor Tahun 2007-2010

Keterangan 2007 2008 2009 2010

Taiget Penerimaan PPN(Rp) 22W71.652.000 137398.054.771 398.809.400.000 197.733350.000

Realisasi Penerimaan PPN 109.215.010382 112.602.894.665 293354.654.745 176.488.693371

% Realisasi PPN 45% 82% 74% 89%

Penerimaan PPN berdasarican

SKPKB
4341.100.034 6322315.087 7300.723.000 9.391.095.100

Penerimaan PPN betdasarican

SKPKBT

35.726.214 16.144.000 15.030.000 18350.731

Pengenibalian berdasaikan

SKPLB

86.461.000 56.374.000 6308.401 11.016.087

Total Penerimaan PPN 4.290365348 6.482385.087 7309344399 9398.929.744

Realisasi Penerimaan PPN

setelah pemeriksaan pajak 113.505375.630 119.085.179.752 300.564.199344 185.887.623.115

% Realisasi Penerimaan PPN

setelah pemeriksaan pajak 49^% 86,6% 75,3% 94%

Sumber: Seksi Pengelolahan Data dan Infoimasi KPP Pratama Bogor,
Tahun 2007-2010)
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KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN PPN DAN PPn BM

Surat Edaran Dirjen Pajak :5E-Ol/-P3_7/aooi
Tanggal :2/I9/2002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

I. UMUM

1. Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPn BM) dapat dilakukan dalam rangka pemeriksaan
lengkap (semuajenis pajak) atau pemeriksaan sederhana untuk satu jenis
pajak (PW dan PPn BM).

2. Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPnBM dilakukan dengan Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak (SP3) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) yang bersangkutan.

3. Dalam hal tertentu pemeriksaan PPN dan PPn BM dapat dilakukan oleh
Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) Lengkap, dan dapat
dikcmbangkan menjadi pemeriksaan lengkap (seluruh jenis pajak).

4. Dalam melaksanakan Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPn BM,
Pemcrlksa Pajak harus memenuhi kctentuan sebagai berikut:

4.1 Memiliki Tanda Pengenal sebagai Pemeriksa yang dilengkapi
dengan SP3.

4.2 Melaksanakan pemeriksaan pajak seSuai dengan prosedur-prosedur
dan teknik-tcknik pemeriksaan yang lazim.

4.3 Pemeriksaan dilakukan pada jam keija dan apabila dipandang perlu
dapat dilanjutkan di luar jam ketja.

4.4 Pemeriksa harus memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen
termasuk data elcktronik baik Onansial, nonHnansial maupun
korcspondensi lainnya yang menjadi dasar atau pendukung
pembukuan yang beihubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Pcngusaha Kena Pajak (PKP) untuk masa pajak yang
diperiksa.

4.5 Untuk setiap kegiatan pemeriksaan harus dibuat Kertas Keija
Pemeriksaan (KKP).

4.6 KKP adalah dasar untuk membuat Laporan Pemeriksaan Pajak
(LPP).



4.7 Hasil temuan pemeriksaan sederhana hanis diberitahukan kepada
Wajib Pajak (PKP), sebagai bahan untuk pcmbahasan akhir.

4.8 Setiap Laporan Pemeriksaan Pajak hams dibuat sesuai dengan
ketentuan yang dapat ditindaklanjuti dengan Nota Penghitungan
Pajak sebagai dasar pcncrbitan surat kctctapan pajak. Daiam hal
ditemukan adanya indikasi tindak pidana dibidang perpajakan,
pcmcriksa hams mengusulkan kc Kanwil atasannya untuk dilakukan
petneriksaan Buktl Pcrmulaan.

4.9 Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak
bcrhak scgala scsuatu yang diketahui atau diberitahukan kcpadanya
oleh Wajib Pajak dalam rartgka pemeriksaan.

5. Jangka waktii penyelesaian pemeriksaan pajak untuk:

a. Pemeriksaan Sederhana Kantor adalah 4 (empat) minggu tcrhitung
sejafc saat Surat Panggilan dikirimkan kepada Wajib Pajak (PKP);

b. PesncriLsaan Scdcrltana Lapangan adalah 1 (satu) bulan tcrhitung
sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan
kepada Wajib Pajak (PKP);

c. Pemeriksaan PPN oleh UP3 Lengkap adalah 2 (dua) bulan terhitung
sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan
kepada Wajib Pajak (PICP).

6. Apabila karena sesuatu alasan tertentu pemeriksaan tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu yang lelah ditentukan sebagaimana
dintaksud pada butir 5 di alas, jangka waklu penyelesaian penioriksaan
dapat diperpanjang dengan ketentuan:

a. Poiiierlksaan SedeHiana Kanlor dapal di{>orpai)jang dari 4 (etnpal)
minggu menjadi paling lama 6 (enam) minggu;

b. Peincriksaan Sederhafia Lapangan dapal dlj>cr|>anjang dari 1 (siilu)
bulan menjadi paling lama 2 (dua) bulan;

e. Pcmcriksiiari PPN oleh UP3 Lcngkaj) dapal d?jx;rj)ar)jang dari 2 (diit))
bulan menjadi paling lama 6 (enam) bulan.Dalam hal pemeriksaan
bcrkembang menjadi pemeriksaan sclumh jcnis pajak, jan^a waklu
{X^iFivriksaan sesuai uefigan kulefituan yartg herUiku.

7. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan haras diberitahukan
kepada Kcjlala Kanlor Wilayah DIP atasarmya paling lambat 3 (tiga) hari
sel>elun) bcraklilrfiya lialiis waktu |)ei>yclesaiari iK';[nerlksaan uitluk



Pemeriksaan Sederhana Kantor dan 1 (satu) minggu untuk Pemeriksaan
Lapangan.

8. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan fasilitas Pengembalian Pendahuluan
Pajak untuk SPT Masa PPN dapat dilakukan pemeriksaan apabila terdapat
data bam, data yang semuia beium temngkap atau berdasarkan
pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

9. Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus waspada atas beberapa
tipe pelanggaran pajak yang dila^kan Wajib Pajak (PKP) terhadap PPN
dan PPn BM, antara lain:

a. Alamat/tempat kedudukan Wajib Ptyak (pKP), alamat Pengurus
Palsu, tidak jeias, tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering
pindah alamat.

b. Kegiatan Wajib Pajak (PKP) tidak nda, tidak jelas, atau tidak sesuai
dengan pengukuhan.

c. Wajib Pajak melaku^n kegjatan sebagai PKP tetapi
bukan/tidalc^ehim dikukuhkan sebagai PKP.

d. Merendahkan/tidak melapotkan P^ak Keluaran atas BKP/JKP
misalnya dengan cara:

(1) Merendahkan/tidak melaporkan hasil penyerahan BKP/JKP
secara lengkap.

(2) Melaporkan ekspor yang sebenamya adalah penjualan
lokal.

(3) Tidak memungut/menyetor PPN Keluaran atas penyerahan
barang dan jasa yang sebenarnya temtang PPN.

(4) Menunda pelaporan Pajak Keluarap.

(5) Merendahkan harga yang tercantum dalam faktur pajak
dari harga penyerahan yang sebenamya.

(6) Menggunakan rekening piutang pemegang saham .sebagai
penerimaan dari penjualan.

(7) Membiiat refur penjualan flktif,

(S) Tidak melaporkan pemakaian sendiri dan pemberian cuma-
cuma atas BKP/JKP.



(9) Melakukan ekspor fiktif (nama, alamat, NPWP dan nilai
barang fiktif).

(10) Tidak menunjukkan/memitijamkan seluruh Rekening
Koran yang menampung seluruh hasil perijualan BKP/JKP.

e. Meninggikan Pajak Masukan dengan cara:

(1) Meninggikan haraa pemhclian imnnr maiipiin lokai.

(2) Mengkreditkan Pajak Masukan dari pembelian barang-
barang yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan
kegiatan usaha dan faktur pajak masukan lainnya
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 8 UU Nomor 18 Tahun
2000.

(3) Meninggikan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari
harga beli yang sbbenamya.

(4) Melaporkan pembelian barang dari non-PKP menjadi
pembelian dari PKP atau dengan cara mendapatkan faktur
pajak masukan yang tidak dilakukan dalam transak.si
perolehan BKP/JKP.

(5) Mengkreditkan Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) UU
Nomor 18 Tahun 2000.

(6) Mengkreditkan faktur pajak Masukan lebih dari satu-kali.

(7) Mengkreditkan faktur pajak hermasalah, mi.salnya dalam
usaha ekspor-impoir dan perdagangan.

(8) Mengkreditkan faktur pajak dari Pengiisaha yang tidak
dikukuhkan sebagai PKF.

(9) Mengkreditkan Pajak Masukan atas barang-harang modal
di mana Pajak Masukan dimaksud (pada sisi lain) juga
diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga
perolehan (costs) harta yang disusutkan dan/atau
mengkreditkan Pajak Masukan di mana Pajak Masukan
dimaksud juga dipeiiiitungkan sebagai salah satu
komponert biayn (expenses) yang dibebankan pada periode
teijadinya.

(10) Mencatat pembelian dari Pengusaha bukan PKP dan
atas pembelian tersebut faktur Pajak Masukannya
bermasalah.



(11) Tidak melaporkan nota retur pembelian dalam SPT
Masa PPN.

(12) M^lakukan penyerahan barang impor i legal dengan
memungut PPN, dan mengkreditkan faktur Pajak Masukan
hermasalah.

(13) Mencari faktur Pajak keluaran dari PKP penjual
(misalnya sektor perdagangan) atas ti^nsaksi yang
dilakiikan yang sehanifsnya tidak tcmtang PPN.

(14) Mengkreditkan PPN Impor yang dilakukan oleh
Importir atas barang indent yang hanya mendapatkan fee
seolah-nlah hirang impor fersehut milik importir .scndiri.

f. Melakukan kesalahan akuntansi atau rekayasa pembukuan.

g. Mengkreditkan Pajak Masukan dari PKP fiktif atau Pengu.saha
Penerbit Faktur Pajak bermasalah.

h. Mencermati Faktur Pajak Masukati yang cacat.

10. Sesual dengan hakekat PPN yaitu pajak atas nilai tambah, selama
pengusaha masih mbukukan adanya nilai tambah, pengembalian pajak
hanya dapat terjadi dalam heherapa ha I .seperli:

(1) Penjualan ekspor;

(2) Penyeraljart kepada Pengusaha di Kawasan Berikat;

(3) Pengusaha menghasilkan BKP dan atau JKP yang atas
penyerahannya mendapat fasilitas PPN yang terptang tidak
dipungut;

(4) Penyerahan kepada Pemungut PPN;

(.^) Peniirnptikan Persediaan:

(6) Perusahaan pada masa awal operasi.

II. PERSIAPAN PEI^ERIKSAAN

1. Memnelajari berkas PKP dan berkas data yang ada di KPP.

2. Melakukan analisis terhadap SPT Masa PPN dengan Setoran Masa PPh
Badan, PPh Pasal 21, untuk mendapatkan gambaran kcgiatan perusahaan
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dan kewajaran setoran masa PPh Badan, dan indikasi adanya
penyimpangan di dalam penerbitan faktur pajafc.

3. Melakukan konfirmasi atas kebenaran Faktur Pajak Masukan sebagai
berikiit:

3.1. untuk Pajak Masukan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN
sebelum Masa Pajak .Tanuari 2000 dengan Dasar Pengenaan Pajak
Rn. 20 inta lehih.

t  ̂

3.2. untuk Pajak Masukan yang dilaporkan Pada SPT Masa PPN Masa
Pajak Januari 2000 dan .seterusnya menggun^kan konfirmasi Faktur
Pajak dengan anlikasi .Sislem Infnrmasi Peqiajakan.

3.3.blla dianggap perlu dapat diiakukan konfinnasi kepada pihak ketiga.

4. Melakukan konfirmasi ata.s kebenaran .Surat .Setoran Pajak (.SSP) PPN dan
PPn BM sesuai ds.".gan kelenluan ssbagaimana dimaksud dalam Sural
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : tanggal 24
Desembor 1997 dalam hal SSP lembar ke-2 tidak dijumpal dalam berkas
Wajib Pajak.

5. Waspadal jawaban konfirmasi yang thenyatakan jawaban "tldak ada"
bembah menjadi "ada".

6. Membuatjadwal persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian pemerlksaan.

III. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Pelaksanaan pemeriksaan Sederhana Kantor di KPP

1.1 .Memanggii Wajib Pajak dengan Surat Panggilan.

1.2.Menjelaskan maksiid dan tujuan pemeriksaan.

1.3.Meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang
diperlukan, yang dapat benipa foto copy (dilegalisir) maupun data
elektronik.

1.4.Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.

2. Pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak

2.1 .Memnerlibatkan Tanda Pengenal sebagai Pemeriksa.
2.2.Memperlihatkan SP3.
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2.3.Menyatnpaikan Surat Pemberitahuan tentang Petneriksaan Pajak
kepada Wajib Pajak (PKP) yang diperiksa.

2.4.Menielaskan maksud dan tujnan pemeriksaan.

2.5.MeminJam buku-buku, catatan-^tatan dan dokiimen-dokum^n yang
diperlukan, yang dapat berupa fotokopi (dilegalisir) maupun data
elektronik.

2.6.Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengap ketentuan.

3. Pros0dur PetperiksaanProsedur pemeriksaan di bawah ini adalah prosedur
pemeriksaan yang periu dilaksanakan dalam setlap pelaksanaan
Pemeriksaan SederiianaPFN dan PPn BM.

3.1.Prosedur Pemeriksaan Pembelian

a. Lakukan analisis (nengenai arus Parang, arus uang, dan
arus utang dagang.

b. Lakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pc^mbelian:

1. pelajari kebijaksanaan dan prosedur mengenai
peiPbelian, retur pembelian dan sebagainya^

2. dalam hai titmsaksi pembelian dilakukan dengan pihak-
pihak yang mempunyai hupiingan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayaf (2) Undang-
undang Nolnor 8 Tahun 1983 teiltang Pajak
Pertambahan Nilai Barapg dan Jasa dan Pajak penjualan
ntas Barang Mewfth sebagaimwa telah djubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (untuk
seimjutnya disebut Undang-undang PPN), periksA dasar
penetapan harga belinya dan volume transaksi selama
masa yang dipjeriksa.

c. Lakukan pengUjian atps trarlsaksl pembelian:

1. bandingkan &ktur pembelian mengenai kuantumnya,
harga satuan, dengan dokutpen pendukungnya, antara
lain:

a). Laporan Penerimaan Barang

b). Bukti Pengiriman untuk peng^mbalian barai) yang
diretur

c) Faktur Pajak yang bersangkutan
d) Nota Retur yang bcrsangkut
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e) Surat jalan barang

0 Pesanan pembelian

g) Dokumen non finansial yang terkait

h) Dokumen pelunasan/pembayaran.

2. teliti ^yarat-^syarat pembelian yang mengikat dengan
pembebanan biaya-biaya pembayaran y^g terkait;

3. teliti ketenaran jumlah pada Mtur pembelian dan debet
nota, termasuk penghitungan PPN-nya serta cocokkan
dengan faktur pajaknya;

4. trasir pencatatan untuk transaksi pembelian dan retur
pembelian ke buku Kas/Bank, pembelian, retiir
penibelian, dan buku atau kaitu utang dagang.

d^ Teliti pembelian yang sudah dibukukan dalam Buku
Bem^lian/Buku Kas/Bank tetapi barangnya belum
diterima.

e. Dalam hal transaksi impor teliti dokumen impor misalnya
PIB, L/C, B/L, Priqe List, SSP PPN Impor, PPh Pajal 22
dan Debet Nota dari Bank, Invoice, biaya-biaya bopgkar
mukt dan atau dokumen-^okumen jasa EMKL/EMKU
untuk menguji kebenaran pengkreditan Pajak Masukan dan
tr^saksi impor.

3.2.1^sedur Pemeriksaan Penjualan

a Lakukap pen^ian kaitan antara Da^ Pengenaan Pajak
(DPP) PPN yang dilapoikan dalam SPT Masa PPN dengan
Buku Panju^ah, Buku Retur Penjualan, Nota Retur, Buku
Piutapg Dagang, Buku Kas/Bank dan bul^ penerimaan
uang muka dengan menggunakan metode pengujian arus
uang, arus piutang dagang dan pengujian arus barang.



b. Dalam hai transaksi penjualan dilakukan denjgan pihak-
pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2). Undang-undang PPN, p^riksa dasar penetapan
harga jualnya dan tentukan kewajarannya.

c. Lakukan penelaahan analitis untuk peredaran usaha dengan
menggunakan metode:

a) pengujian harga satuan

b) pengujian kewajaran peredaran dengan
menggunakan pendekatan k^asitas produksi dan
rendemen

c) pengiijian perputaran persediaan

d) pengujian margin sebagai indikator nilai tambah

e) pengujian trend atau siklikal apabiia ada
peionjakan peredaran dan penerbitap faktur pajak.

d. Yakipkan b^wa peredaran usaha selama masa yan^
diperiksa telah dicatat secara lengkap dan benar
berdasaikan bukti-bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan (|engan mempelajari konhak'
kbntrak atau peijanjian-peijanjian, surat-menyurat yang
berkedaan dengap kebijakan dan prosedur mengenai
penjualan, rehir penjualan, potong^ penjualan, peiiiberian
kredit, dan sebagaihya.

e. Periksa retur penjualan ke bpkti pengembalian barang,
tanda terima barang, nota retui-, dan pencatatannya ke
dalam buku atau kartu piulmig xjagan^uku atau kaitu
perscdiaan.

f. Periksa potongan pepjualan dengan bukti-'bukti
pendukungpya (bukti intern/eksternX dan catat pemberian
potongan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan
pemberian potongan yang telah ditentukan.

g. Jika dipandang peflu, untuk transaksi penjualan ywg
signifik^ jakukan konfirmasi dengan pih^ pembeli 1(jika
Wajib Pajak tersebut diperiksa oleh tim lain lakukkn
kopfirmasi dengan tim jain tersebut).



h. Periksa faktur penjualan atau debet nota berdasarkan
nomor urutnya untuk melihat ada tidaknya penjualan yang
tidak dilaporkan/dibuat faktur pajak.

i. Dalam hai transaksi ekiipor teliti dokumen ekspor misainya
PEB, ̂ C, B/U, Price List, Packing List, Dokuthen
SuiVeyor, Surat Sertiftkasi dari Deperindag/Dep.
Kehutanan, Nota Kredit dari Bank atau Bukti Pembayaran
lainnya. Invoice, Koptrak Penjualan, Kuota, btaya muat
dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL^MKU untuk
men^ji kebenaran trahst^si ekspor.

3.3.Prosedur Pemeriksaan Persediaan

a. Lalnikan penplhian jumlUh Bsik bahan baku/penolong, barang
dalam proses dan barang jadi s^t dilakukan pemeriksaan dan
cocokkan dengan kartu perse<;liaan.

b. Lakukan rekonsiliasr persediaan sejak saat pemerjksaan sampai
dengan akhir masa pajak yang diperiksa untuk mengetahui saldo
akhir masa yang diperiksa.

c. Dalam hal barang jadi disimpan pada pihak ketiga (barang
konsinyasi) yang benar-benar menipakan penyerahan kena pajak,
lakukan konfinnasi atas barang tersebut.

d. Bandin^can antara Hasii penghitungan persediaan dan ca^atan
persediaan di gudang serta catatanpersediaan bagiUn akunt^si.

e. Tentukan jumlah dalam unit bahan baku/penolong yang
di|:)ergunakan pada masa yang diperiksa misainya dengan
pendekatan;
saldo awal + pembellan - pemakaian sendiri - saldo akhir =
pemakaian qnt^ produksi.

f. Tentulfan jumlah dalam unit barang jadi yang dijual pada i^asa
yang diperiksa, ihisalnya dengan pendekatan:
saldo awal + hasil produksi (pembellan) - pemakaian sendiri -
pemberian cuma-cUma - saldo akhir = penjualan.

3.4 Prosedur Pemeriksaan Produksi

a. Kedali jenis, macam dan satuan barang yang diproduksi.

b. Kenali bahan baku/penolong yang digunakan untuk proses
produksi.

c. Periksa proses produksi, kapasitas produksi dan standar
konversi/formula resep.
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d. Dapatkan angka^angka rendemen unluk setiap jenis dan macam
barang yang diproduksi.

e. Lakukan evaluasi kewajaran jumlkh produksi yang dilaporkan
dengan membandingkannya pada perhitungan produksi sesuai
rendemen dan pemakaiail bahan baku/penolong dan kapasitas
produksinya.

f. Periksa hasii produksi perusahaan yang diberikan secara cuma-
cuma dan atau dipakai sendiri dan teliti penghitUngan PPN atas
penyerahaii tersebui

3i4.Tehnik Pemeriksaan Pajak Keluaran, Pajak Masukan )dan PPn
Barang Mewah dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.S.Penerapan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
angka 3.1 - 3.5 di atas dilakukan menurut keperluan, dan luas seita
keaalamannya dise^ikan dengankondisi yang dihadapi menurut
keadaan dan jangka waktii penyelesaian pemeriksaan.

TV. PELAPORAN

1. Hasii Pemeriksaamdituangkan dalam Lapdran Pemeriksaan Pajak.

Laporan pemeriksaan Pajak disUsun dengan sistemgtika sebagai bdrikut:

I. Umum

n. Pelaksanaan Pemeriksaan

III. Hasii Pemeriksaan

IV. Kesimpdlan dan Usul Petneriksa

3. LPP hams dilengl^api dengan lampiran-lampiran sebagai berikut;

a. SP3

b. DaRar Renghitungan PPN untuk seluruh masa pajak yang
diperiksa

c. DaRar Surat Setoran Pajak

d. Surat Pemberitahuan Hasii Pemeriksaan
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e. SUrat Persetujuan Hasil Pemeriksaan/Berita Aqara Hasil
Pemeriksaan

f. Lain-Iain

4. Hasil Pemeriksaan diberit^huk^n secara tertulis kepada Wajib Pajak
(PKP).

5. Apabila Wajib Pajak (PKP) menyetujui seiunih basil pemeriksaan, maka
Wajib Pajak (PKP) diminta untiik menmidatangani Lembar Pemyataan
Pei^etujuan Wajib Pajak dan menyampaikannya kepada Peiberiks^ paling
lambat 3 (tiga) hari sejak Surat pemberitahuan Hasil Pemeriksa^
diterima. Naplun, apabila Wajib Pajak (PKP) tidak menyetujui sebagiOT
atau seluruh basil pemeriksaan, Wajib Pajak (PKP) dapat memberikan
tanggapan Secara tertulis atas pemberitafiuari hasil pemeriksaan tersebut
dan men^^paikannya kepada Pemeriksa dalam batas waktu pacing
lambat 3 (tiga) hari sejaJe Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
xliterima. Tanggapan atas hasil pemeriksaan dari Wajib Pajak (PKP)
tersebut disampaikan kepada Pemeriksa sebelum dilakukan Pembabasan
Akhir Hasil Pemeriksaan.

6. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil
pemeriksaan maka tanggapan atas hasil pemeriksaan dari Wajib Pajak
(PKP) harus ditindaklanjuti dengan Pembahasan Akhir (closing
conference) dengan Wajib P^ak (PKP) dalam batas waktu paling lambat 3
(tiga) hari sejak diterimanya tanggapan tersebut

7. KhUsus untuk Pemeriksaan Sederjiana Kwtor dhlam rangka meningkatkan
efisiensi pen^eriksaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat
dipercepat

8. Keshnpulan Pembahasan Akhir atas Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam
Berita Acata Hasil Pemerik^ian yang ditandatangani oleh Peiheriksa dan
Wajib Pajak (PKP).

9. Apabila Wajib Pajak (PKP) menolak untuk mepandatangani Perita Acara
Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa membuat Berita Acma
PenolakanPenandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

10. Apabila Wajib Paj^ (PKP) tidak memberikan tanggapaii atas
Pemberitahuan Hasi[l Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, maka kepada Wajib Pajak (iPKP) dikirim Surat j^anggijan
untuk menandatangani Perita Acara Hasil Pemeriksaan.
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11. Apabila dalam batas wal^ yang telah di^ntukan dalam Surat Panggilan
Wajib Pajak (PKP) tetap tidaJc hadir, majca Tim Pemeriksa haras membuat
dan menandatangahi Bdrita Acara |Cetldakhadiran Wajib Pajak (PKP).

12. Laporan Pemeriksaan Pajak digonakan untuk pembuatan Nota
Panghitungan ^ajak dsn sebagai dasar peiierbitan surat ketetapan
pajak.da^t dflUiat pada Lampiran 2.

V. PETUNJUK ADANYA TINDAK PIDANA

^pahils dalam pemeriksaan ditemukan adanya indikasi Wajib Pajak
^KP) melakukan kegiatah

sebagaimana tercahtum pada Romawt 1 anglca 9 a, b, c, d, e, f, g, dan h
yang berakibat meragikan

negara, maka dibuat lapordh sumier sesuai dengah angka I noiaor 4.8.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakah sebaik-^baiknya.
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

NOMOR 199/PMK.03/2007

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAIAK

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam randka melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dtubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteii Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan
Pajak;

Menglngat:

1. Undang-Undang l^omor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umym dan Tata Cara Perpajakan (Lemjiaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 1983 Nomdl' 49, Tambahan Leipbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3282) sebagaimana teiah t>eberap8 kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor R Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lefnbaran Negara Repubiik
Indonesia lahun 1997 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia Nonrar 3674)

3. Keputusan Preslden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAIAK

BAB I

UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Menteri Keuangan Ini yang dimaksud dengan :
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang

KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana tetah beberapa kail diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Pemeriksaan adaiah serangkaian kegl^tan menghimpun dan mengolah data, keterangan, darf/atau
bukti yang dilaksanakan secara dbjektif dan profesionai berdasarkan suatu standar pemeriksaap untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban peirajakan dan/atau untuk tpjuan lain dalam rangka
melak^nakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pemeriksaan Lapangan adaiah Pem^ksapn yang dlialwkan dl tempat kedudukan, tempat keglatan
usaha atau pekeijaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oieh
Direktur Jenderal Pajak.

4. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dliakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
5. Pemerik^a Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungbn DIrektdrat Jenderal Pajak atau tenaga ahli

y^ng dltunjuk oieh Direktur Jenderal Pajak, yang dilwri tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
melaksanakan Pemeriksaan.

6. Tanda Pengenai Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oieh Direktur Jenderal Pajak
y^ng merupakan bukd t)ahwa orang yang namanya'tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut
sebagai Pemeriksa Pedak.

7. Surat Perlntah Pemeriksaan adalah surat perlntah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka
menguJI kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Pembukuan adaiah suatu proses pencatatan yang dilakukag 'secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang melipuU harfa, kewajiban, rtbdal, penghasilan dan biaya serta jumlah
harga peroiehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan latta rugi untuk periode Tahun Pajak.

9. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasiikan oieh
komputer dbn/ataU pengolbh data elektronik lainnya dan dtsimpan dalam disket, compact disc, tape
backup, hard disk, btau media penylmpanan elektronik lainnya.

10. Penyegeian adalah tindakan menempeikbn kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau
ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau Udak blergerak yang digunakan atau patutdlduga
digunakansebagai tempat atau alat untuk menyimpah buku, catamn, dokumen termasuk data yang
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Pasai 4

(1) Pemerlksaan dengan krlteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a,
dilakukan dengan Jenis Pemerlksaan Kantor atau Pemerlksaan Laparigan.

(2) Pemerlksaan dengan kiiteria sebagsHmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e dilakukan dengan JenIs Pemerlk^an Lapangan.

(3) Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dengan krlteria sebagalinana dimaksud dalani Pasal 3 ayat (3)
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat dilakukan dengan Jenis Pemetilcsaan Kantor, yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan DIrektur Jenderal Pajak.

(4) Apablla dalam Pemerlksaan Kantor ditemukan Indlkasl transaksi yang terkatt dengan tfanfer pricing
dan/atau transaksi Ichusus lain yang berindlkasi adanya rekayasa transaksi Reuangan, pelaksanaan
Pemdriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Pasai5

(1) Pemerlksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lamb 3 (tfga) bulan dan dapat diperpanjang
menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dlhitung sejak tanggal WaJIb Pajak datang memenuhl surat
panggllan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampal dengan tariggal Laporan Hasll Pemerlksaan.

(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam Jangka vyaktu paling lama 4 (empat) bulap dan dapat
diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) buldn yang dlhitung sejak tanggal Surat Perlntah
Pemeriksaan Sampal dengan tanggal Laporan Hasll Pemerlksaan.

(3) Apablla dalam Pemerlksaan Lapangan ditemukan Indlkasl transaksi yang terkalt dengan transfer pricing
dan/atau transaksi khusus lain yang berindlkasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memeriukan
pengnjian yang (eblh mendalam serta memeriukan waktu yang leblh lama, Pemerlksaan Lapangan
dilaRsanakan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(4) Dalam hal Pemerlksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagalrrena dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
jangka waktu Pemerlksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3), harus
memperhab'kan jangka waktu penyelesaian permohonan pengemballan keiebihan pemb^ran pajak.

Baglan Kedua
Standar Pemeriksaan

Pasal6

(1) Pemerlksaan untuk mdiigujl kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasbl 3 harus dllaksanakan
sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mellpud ̂ ndar umum, standar
pelaksanaan Pemerlksaan, dan standar pelaporan hasll Pemeriksaan.

Pasal?

(1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang trerslfot piibadl dan berfcaltan dengan
persyaratah Pemeriksa Pajak dan mutu pekeijaannya.

(2) Pemeriksaan dllaksanakan oieh Pemeriksa Pajak yang :
a. telah piendapat pendldikan dan pelatihan teknis yang cukup terta memlllkl keterampllan

sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampllannya secara cermat dan seksama;
b. jujur dan bersih dap tindakan-tlndakan tercela serta sehantiasa rnengutamakan kepentiilgan

negbra; dan
c. taat teiiiadap berbagal ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap

batasan waktu yang ditetapkan.
(3) Dalam hal dlperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dllaksanakan oleh

tenaga ahll dad luar Dlrektorat Jenderal Pajak yang dftunjuk oleh DIrektur Jenderal Pajak.

,  Pasal 8

Pelaksanaah Pemedksaan untuk menguji ke(»tuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakul^n bestial
standar pblaksanaan Pemeriksaan, yaitu :
a. pelaksanaati Pemerlksbiin harus didahulul dengan persiapan yang balk, sesuai dengan fujuan

Pemeiiksaah, dan mendapat pengawasan yang seksama;
b. luas Pemerik^an (audit scope) ditentukan be^asarkan petunjuk yang diperoleh yang harus

dikembangkan melalul pencocokan data, pengamatan, permln^n keterangan, konflrmasl, teknik
sampling, dan pengujian l^lnnya t^erkenaan dengan Petnerlksaan;

c. temuan Pemeriksaan harui didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan;

d. Penieiiksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdlrl darl seorang supervisor, seorang
ketua tim seorang atau leblh anggota tim;
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e. Tim Pemeriksa Pajak sebagalmana dimaksud pada hunif d dapat dibantu oleh seorang atau leblh yang

memillkl keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak set>agaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), balk yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi
dl luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagal tenaga ahli
seperti pieterjemah bahasa, ahli di bidang teknoiogi Infbrmasi, dan pengacara;

f. Apablla diperlukan, Pemeriksaan untuk hi^nguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
dllakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi laln;

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat bnggal VVajlb Pajak, atau ditempat fain yang dianggdp perfu olbh
pemeriksa Pajak;

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat diianjutkan di luar jam ketja;
i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Keija Pemeriksaan;
j. Laporan Hasll Pemeriksaan digunakan sat>agai dasar penerbiian surat kptetapan pajak dan/atau Surat

Taglhan Pajak.

Pasal 9

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajit>an perpajakan harus didokumentasikan
dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan setragaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan
hal-hal sebagal berikut :
a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajIb disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfUngsi sebagal:

1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesual standar pelaksanaan Pemeriksaan;
2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasll Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai

temuan Pemeriksaan;
3) dasar pembuatan Laporan Hasll Pemeriksaan;
4) sumber data atau informasi t)agi penyelesalan keberatan atau banding yang diajukan oleh

WajIb Pajak;dan
5) referensl unttik Pemeriksaan berikutnya.

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gamtraran mengenai:
1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
2) data, keteranpan, dan/atau bukti yang diperoleh;
3) pengujian yang telah dllakukan; dan
4} slmpulan dan hal-hal lain ydng dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaap.

Pasal 10

Kegiatan Pemeriksaan ubtuk menguji kepatuhan pemePuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam
bentuk Laporan Hasll Pemeriksaan yang disusun sesual standar pdappran hasll Pemeriksaan yaltu :
a. Laporan Hasll Pemeriksaan disusun separa ringkas dan jelds, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang

diperitea sesual dengan tuju^n Pemeriksaan, memuat slmpCrtan Pemeriksa Pajak yang didukung
temuan yang kuat tentang ada atau tktak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

b. Laporaniiasil Pemeriksaap untuk rhenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain
mengenai:
1) Penugasan Pemeriksaan;
2) Identitas Wajib Pajak;
3} Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
4} Pemenuhan kewajiban perpajakan;
5) Data/infbrmasi yang tersedia;
6) Buku dan dokumen yang dipinjam;
7) Materi yang diperiksa;
8) Uraian hasll Pemeriksaan;
9) Ikhtisar hasll Pemeriksaan;
10) PenghitungPn pajak tprutang;
11) Slmpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

4

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 11

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dllak^nakan
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan Pajak wajib :
a. menyampalkan pemberitahuan secara terlulls tentang akan dllakukan Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak;
b. memperilhatkan tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SUrat Perintah Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
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d. mempeHihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak
mengalami perubahan;

e. menyampaikan Surat Pemberitahuan HasJI Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
f. memberlkan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasll Pemeriksaan

dalam tataa wakty yang telah ditentukan;
g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenubi kewajiban perpajakannya sesuai

dengan ket^tuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,

dan dokumen lainnya yang dipipjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) bar! sejalc tanggal
Laporan Hasil Pemeriksaan;dan

I. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segaia sesuatu yang diketahul atau
dlberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemerilcsun.

Dalam hal Pemeriksaan untuk mengiiji kepatuhan pemenuhan kew^iban perpajakan dilaksanakan
dengan jenis Pemerjksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib;
a. memperllhatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
b. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan dipen'ksa;
c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak

mengalami perubahan;
d. memberitahukan secara tertulis ha^il Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
e. melakukan Pembahasan Akhir Hasll Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu

yang telah ditentukan;
f. memberf petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhl kewajiban perpajakannya agar

pemenuhan kewajiban perpqjakan dalam tahun-tahuri seianjutnya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuah peraturan perundang-undangan perpbjakan;

g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang mepjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lainnya yang diplnjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) harl sejak tanggal
Laporan Hasil Pemertksaan;dan

h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak tierhak segaia s^atu yang diketahul ataU
dlberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pem^kban.

Pasal 12

(1) Dalam hai Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajit>an perpajakan dilaksanakan
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa P^ak berwenang :
a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan pengha^ilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekeijaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. mengakses dan/atau mengunduh date yang dikeiola secara ̂ektronik;
c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang

diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat
membed petunjuk tenteng penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yartg terutang pajak;

d. meminte kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antera
lain berupa :
1) menyediakan tenaga dan/ateu peraiaten ates blaya Wajib Pajak apabila dalam

mengakses date yang dikeiola secara elektronik memeriukan peralatan dan/ateu
keahllan khusus;

2) memberi kesempatan kepadd Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/
atau tidak bergerak;dan/atau

3) menyediakan ruangan ldiu$us tempat diiakukannya Pemerik^an Lapangan dalam hal
jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk jdibawa ke
kantpr Dlrektorat Jenderal Pajak;

e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serte barang bergerak dan/ateu tidak
t>ergerak;

f. meminta keterangan llsan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;dan
g. meminte keterangan dan/atau bukti yang diperiukan dari pihak ketiga yang mempunyai

hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa meialui kepala unit pelakana Pemeriksaan.
(2) Datam hal Pemeriksaan pntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan
,' dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenapg :
' a. memanggil Wajib Pajak untuk dateng ke kantor Dlrektorat Jenderal Pajak dengan menggunakan

surat panggilan;
b. melihat dan/ateu meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan ateu

pencatatan, dan dokumen lain termasuk date yang dikeiola secara elektronik, yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak unbik memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. meminte keterangan iisan dan/ateu tertulis dari Wajib Pajak;
e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akunten Pubiik meialui Wajib Pajak;dan
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f. meminta keterangan dan/atau bukti yang dipetlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperlksa melalui kepala unit petaksana Pemeriksaan.

Bagian Keerppat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 13

<l) Dalam pelaksanaan Pemerikskan untuk inenguji kepatuharr pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:
a. meminta kepada ̂ emerlksa Pajak untuk memperiihatkan Tanda Pengenal Pemertksa Pajak dan

Surat Perintah Pemeriksaan;
t>. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertuiis

sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
c. meminta kepada Petneriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan

Pemeriksaan;
d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperiihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
' e. menerima Surat Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan:
f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasii Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
g. mengajukan jpermohonan untuk dllakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal

terdapat pertiedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemerll^ Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasll Pemeriksaan; dan

h. memberikan pendapat atau peniiaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui pengisiah formullr kuesloner Pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak bertiak :
a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperiihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan

Surat Perintah Pemdriksaan;
b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan

Pemeriksaan;
c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperiihatkan Surat Tugas apabila susunan

Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
d. menerima Surat Pemberitahuan Hasii Pemeriksaan;
e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasll Pemeriksaan dalam Jangka waktu yang telah ditentukan;
f. mengajukan permohonan untuk dllakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal

terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasll Pemeriksaan ;dan

g. memberikan pendapat atau peniiaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui pengisian formullr Kuesloner Pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :
a. memperiihatkan dan/atau memlnjamten buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan, dan doioimen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mangunduh data yang dikelola secara
elektronik;

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokurnbn lain,
uang, dan/atau barang yang dapat member! petunjuk tentang pehghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta
meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;

d. memberi t>antuan guna kelancaran Pemeriksaan, aritara iain-berupa :
1) menyedlakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam

mengakses data yang dikelolb secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau
keahlian khusus;

2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/
atau tidak bergerak; dan/atau

3) menyedlakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hai
jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sullt untuk dibawa ke
kantor Direktorat Jehderal Pajak.

e. menyampalkan tanggapan secara tertuiis atas Surat Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan;dan
f. memberikan keterangan llsan dan/atau tertuiis yang diperiukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:



a.

b.

c.

d.

e.

f.

memenuhi panggilan untuk datang menghadiii Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang
ditentukan;
mempeiiihatkan dan/atau meminjamkan buku atab catatan, dokumen yang menjadl dasar
pembukuan atau pebcatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik,
yang bertiubungan dengan penghasitan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan Isebas Wajib
Pajak, atau bbjek yang terutang pajak;
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
menyampalkan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemenksaan;
rT\emlnjamkan kertas keija pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik;dan
membedkan keterangan tJsan dan/atau tertulis yang dipertukan.

Baglan Kelima
Peminjaman Dokumen

Pasal 15

(1) Daiam hal Pemeriksaan dliaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan :
a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik seita keterangan lain

yang dipertukan dan diperoleh/ditemukan pada saat peiaksanaan Pemeriksaan di tempat WaJib
Pajak, dipinjam pada saat Itu luga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.

b. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain yang dipertukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat peiaksanaan
Pemeriksaan sebagalmana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat
permintaan peminjaman.

c. Buku, catatan, dqkumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan tain
sebagalmana dimaksud pada huruf b, wajib diserahican keiiada Pemeriksa Pajak paling jama 1
(satu) butan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen dlsampaikan
kepada Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Pemerik^an dliaksanakan dengan Pemerittsaan Kantor:
a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain

yang dipertukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan.
b. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lair;

sebagalmana dimaksud pada huruf a, wajib diplnjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi
panggilan dan Pemeriksa Pajak mernbuat bukti peminjaman.

c. Daiam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data, yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain yang dipertukan belum diplnjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi
panggilan set>agaimana dimaksud pada huruf b, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan
peminjaman.

d. Buku, catatam, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik sei^a keterangan lain
sebagalmana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling tama 1
(satu) butan sejak surat panggilan s^galmana dimaksud pada huruf a yang mentuat
permintaan peminjaman diterlma oleh Wajib Pajak.

(3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan
lain belum dipenuhl dan jangka waktu 1 ̂ satu) bulan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau
ayat (2) huruf d belum teriampaul, Pemdrlksa Pajak dapat menyampalkan peringatan secara tertulis
paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 16

(1) Sdtiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain darl Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuat bukti peminjaman.

(2) Dalam hal buku, catatan, dan dckumeh yang dipinjam berupa fbtofcopi dan/atau data yang dikejola
secara elektfonlk, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pemyataan bahwa fbto((:opl dan/
atau data yang dikelola secara elektronik yang diplnjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah s^uai
dengan asiinya.

(3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c atau
ayat (2) huruf d teriampaul dan surat permintaan peminjaman sebagalmana dimak^d dalam Pasal 15
ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c tidak dipenuhl sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus
membuat berlta acara mengenai hal tersebut.

(4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan
lain perlu dilindungi kerahaslannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar peiaksanaan
Pemeriksaan dapat dllakukan di tiempat Wajib Pajak dengan menyedlakan ruangan khusus.

Pasal 17

(1) Dalam hal Pemeriksaan dllakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan u^ha
atau peketjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman
sebagalmana dimaksud dalam'Pasal 16 ayat (3) sehingga besamya penghasilan kena pajak tidak dapat
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dihitung, Pefneriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Dalam hal Pemedksaan dilakukan teriiadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi
sebagian atau seluruh pemnlnban peminjaman sebagafnnana dimaksud datam Pasal 16 ayat (3)
sehlngga besamya pdnghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengpsulkan
Pemeriksaan BukU Peimuiaan.

Bagian Keenam
Penolakan Pemeriksaan

Pass! 18

(1) Datam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibah sebagaimana dimaksud dalam Pasat 29 ayat (3)
huruf a, hunrf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan,
Wajib Pajak harus menandatangani suiat pemyataan penolakan Pemeriksaan.

(2) I>alam hal Wajib bajak menolak menandatangani surat pemyataan penolakan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nmeriksa iPajak membuat berlta acara penolakan Pemeriksaan
yang ditandatangant oleh Pemeriksa Pajak.

(3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggllan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor,
Pemerik^ Pajak membuat berita acara bdak dipenuhlriya panggllan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

(4) Apabila pada ̂ at dilakukan Pemeriksaan Lapangan, wajib Pajak tidak ada ditempat, maka :
a. Pemeriksaan tetap dapat dltaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai

kewertangan untuk mewakJII Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya,
dan seianjutnya 1>emeriksaan dltunda untuk diianjutkan pacte kesempatan berikutnya;

b. untuk k^riuan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud pada huriif a, Pemeriksa Pajak dapat meiakukan penyegelan;

c. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan diianjutkan seteiah dilakukan penundaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetaptldak ada di tempat, Pemeriksaan tetap
diiaksanakan dengan terieblh dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk
mewakiti Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemerik^an;

d. dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewaldii Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersetnit
harus menandatangani surat pajnyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan;

e. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pemyataan penolakan
membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemeriksa Pajak
membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
Pemeriksa Pajdk.

(5) Surat pemyatadn penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita acara
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak^fipenuhlnya
panggllan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud i^da ayat (3), atau surbt pemya|3an penolatain
membantu kelaricaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara
penolakan membantu kelancaran Pemieriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapat
dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau ditisuikan Pemerik^an Buktl Permufaan.

Bagian Ketujuh
Penyegelan

Pasal 19

Pem^ksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajdk :
a. tidak memberikan k^mpatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/

atau bdak bergerak;dan/atau
b. tidak member! bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan

kesempatan untuk mengakses data yang dikblola secara elektronik dan/atau membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak.

Bagian Kedelapan
Penjeiasan Wajib Pajak dan Plhak Ketiga

Pasal 20

(1) Untuk mennperoleh penjela^n yang lebih rind, l>emeriksa Pajak mdalui kepala unit pelaksana
Pemeriksaan dapat memanggll Wajib Pajak.

(2) Penjeiasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak.

Pasal 21



(1) Pemerlksa Pajak melalul kepala unit pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau
bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap WaJIb Pajak kepada plhak
ketiga sebagalmana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulls.

(2} Plhak ketiga harus memberfkan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat
permlr(tapn keterangan atau bukti atau surat Izin dari plhak yang berwenang.

(3) Apablla dalam Jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhl oleh plhak ketiga,
^meriksa Pajak segera menyampalkan Surat Peringatan I.

(4) Apat>Ua Surat Peringatan I tidak dipenuhl oleh plhak ketiga, Pemerlksa Pajak segera menyampalkan
Surat Peringatan 11.

(5) Apablla Surat Peringatan II tidak juga dipenuhl oleh plhak ketiga, Pemerlksa Pajak segera membuat
trerita acara tidak dipenuhlnya permlntaan keterangan atau bukti dari plhak ketiga.

Baglan Kesembilan
Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan dan
Pemtrahasan Akhir Hasll Pemeriksaan

Pasal22

(1) Hasll Pemeriksaan untuk menguji kppatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan
kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhlr.

(2) Pemtwrltahuan hasU Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan apablla Pemeriksaan dllanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(3) Surat Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) beserta lamplrannya
disampaikan oleh Pemerlksa Pajak melalul kurir, lakslmlll, pos, atau jasa penglriman lainnya.

(4) WaJlb Pajak Wajib hiemberlkan tanggapan tertulls atas Surat Pemberitahuan Hasll Pemeril^an dan
berhak hadIr dalam Pembahasan Akhlr Hasll Pemeriksaan paling lama :
a. 3 (Uga) hari ketja sejak Surat Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak

uittuk Pemeriksaan Kantor;
b. 7 (tujuh) hari keija sejak Surat Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak

untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 23

(1) Apablla dalam jangka waktu sebagalmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak
menyampalkan surat tanggapan hasll Pemeriksaan yang berlsl tentang persetujuan atas seluruh hasil
Pemeriksaan dap hadir dalam Pembahasan Akhlr Hasll Pemeriksaan, Pemerlksa Pajak menggunakan
tanggapan tersebut sebagal dasar untuk membuat risalah pemt>ahasan dan berita acara Pembahasan
Akhlr Hasll Pemeriksaan, yang dltandatangpnl oleh Tim i>emeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

(2) ApabHa dalam jahgka waktu sebagalmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak
menyampalkan surat tanggapdn hasll Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil
Pemeriksaan namun tidak hadIr dalam Pembahasan AKhir Hasll Pemeril^an, Pemerlksa Pajak
mengggnakan sprat tanggapan tersebut sebagal dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita
acara kebdakhadlran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhlr Hasll Pemeriksaan, yang dltandatanganl
oleh Pemerlksa Pajak.

(3) Apablla dalam jbngka waktu sebagalmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampalkan
surat tanggapan hasll Pemeriksaan yang berlsl tentang keddaksetujuan atas sebaglan atau seluruh
hasll Pemeriksaan dan hadlr dalam Pembahasan Akhlr Hasll Pemerilcsaan, Pemerlksa Pajak
mengguhakan surat tanggapan tersebut sebagal dasar untuk melakukait penibahasan akhir dengan
Wajib Pajak dan hasll pembphasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara
Pembahasan Akhlr Hasll Pemeriksaan, yang dltandatanganl oleh Tim Pemerlksa Pajak dan Wajib Pajak.

(4) Apablla dalam jangka waktu sebagalrhana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak
menyampalkan surat tanggdpah hasll Pemeriksaan yarrg berisi tentang keddaksetujuan atas sebaglan
atau seluruh hasll Pemeriksaan namun ddak hadlr dalam Pemt)ahasan Akhlr Hasll Pemeriksaan,
Pemerlksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagal dasar untuk membuat risalah
pembaha^n dan tierita acara keddakhadiran Wajib Pajak dalam Pemtrahasan Akhlr HasU Pemeriksaan,
yang dltandatanganl oleh Pemerlksa Pajak.

(5) Apablla dalam jangka waktu i^agalmana dImakSud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak ddak
menyampalkan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan ddak hadlr dalam Pembahasan Akhlr Hasll
Pemeriksaan, Pemerlksa Pajak membuat berita acara keddakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan
Akhlr HasH Pemeriksaan, yang dltandatanganl oleh Pemerlksa Pajak. ^

(6) Dalam hat Wajib Pajak ddak hadlr dalam Pembahasan Akhlr tfasll Pemeriksaan dan Pemerlksa Pajak
telah membtiat dan menandatanganl berita acara keddakhadiran Wajlb Pajak dalam Pembahasan Aldiir
Hasll Pemeriksaan sebdgalmana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), Pembahasan Akhlr
Hasll Pemeriksaan dianggap telah dllaksanakan.

(7) Dalam hal Wajlb Pajak menolak menbndatangani berita acara Pembahasan Akhlr Hasll Pemeriksaan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemerlksa Pajak membuat catatan tentang
penolakbn tersebut dalam berita acara Pemtrahasan Akhlr Hasll Pgnoeriksaan.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan pendai»t antara Wajlb Pajak dengan Pemerlksa Pajak dalam



/
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mangajukan pemnintaan agar perbedaan
tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim P^bahas.

(9) Hasll pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas yang merupakan bagian
dari Kertas Kerja Pemeiiksaan.

(10) Jangka Waktu Pembahasan AkhIr Hasil Pemeiiksaan untuk mehguJI kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantnr hams dlsfslesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.

(11) Jangka Waktu Pembahasan AkhIr Hasll Pemeriksaan untuk mengujl ke[»tuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dengan JenIs Pemeriksaan Lapangan hams diselesalkan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 24

(1) Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan mempakan bagian yang
ddak terplsahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2) PaJak yang temtang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan
Pembahasan AkhIr Hasil Pemeriksaan,
kecuali:
a. dalam hal Wajib Paj'ak tidak hadir dalam pembahasan akhIr tetapi menyempaikan tanggapdn

tertuiis sebagalmana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau ayat (4), pajak yang temtang
dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah dlberitahukan kepada Wajib Pajak dengan
memperhatikan tanggapan tertuiis daii Wajib Pajak;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak badir dalam pembahasan akhIr dan tIdak menyampalkan
tanggapan tertuiis sebagalmana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), pajak yang temtang
dihitung berdasarkan hasil Pemeiiksaan yang telah dlberitahukan k^da Wajib Pajak.

Bagian Kesepulub
Pembatalan Hasll Pemeriksaan

Pasal 25

(1) Hasll Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
a. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
b. Pembahasan AkhIr Ha^il Pemeriksaan,
dapat dibatalkan secara Jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Dlrektur Jenderal
Pajak sebagalmana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) humf d Undang-Undang KUP.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan setegalmana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeiiksaan hams
dllanjutkah dengan melaksanakan prosedur penyampaian. Surat Pemberitahuan Hasll Pemeriksaan dan/
atau Pemtiahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeiiksdan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat kepiitusan pembatalan nasil Pemeriksaan,
rcmcilksa rajak iTielanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib
Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagalmana dimaksud. dalam Pasal 23 dan
Pasal 24.

Bagian Kesebelas
Pengungkapan Wajib Ppjak

Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

Pasal 26

(1) Walaupun Dlrektur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Dlrektur Jenderal
Pajak belum menerbltkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendlri
mengungkapkan dalam laporan tersendiri ten tang k^dal^naran pengislan Sural Pcmucf iloMuan ya>ii«
telah disampaikan sesuai dengan keadaan ̂ ng sebenamya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkaii.

(2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengislan Surat Pemberitahuan
cyat (1), honya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampalkan

r«....;>c.::ahuan Hasll Pemeriksaan.
(3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri (entang ketidakbenaran pengislan Surat Pemberitahuan

sebagaihiana dimaksud |»da ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperiakukan sebajws tambahan informssi
atau data dan menjadi bahan pertimbungcr. beg." r. j ' .
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Bagian Keduabelas
Usulan Pemeriksaan Bukd Permulaan

Pasal 27

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagalmana dimaksud



b.

c

dalam Pasal 3 dapat diusulkan Pemerlksaan Buktl Pemnulaan apabila:
a. pada saat pelaksahaan Pemerlksaan ditemukan adanya Indikasi tindak pidana di bidang

perpdjakan;
pada saat Wajib Pajak badan diperiksb memenuhl ketentuan sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2); atau
Wajib Pajak menolak untuk dllakukan Pemerlksadn, tidak memenuhl panggilan Pemdrlksaan
KantOF, menolak membantu kelancaran Pemerlksaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18
(ten terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dllakukan penetapan pajak secara jabatan.

(2) Dalam hal Pemerlksaan yang dllakukan merupakan Pemerlksaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2), usulan Pemerlksaan BukO Permutaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian
permohonan pengembatian keleblhan pembayaran pajak.

(3) Dalam hal usulan Pemerlksaan Bukd P^rmulaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlsetujUl,
pelaksanaan Pemerlksaan dlhentlkan dengan membuat Laporah Hasil Pemeriks^n sumir, kecuall
usulan Pemerlksaan Buktl Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian keleblhan pembayaran
pajak sebagalmana dimaksud dalam Pa^l 17B Undang-Undang KUP^ penyelesaian Pemerlksaan
ditangguhkan sampal dengan:
a. Pemerlksaan BukU Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyldlkan;
b. penyldlkan dlhentlkan dan ddak dllakukan penuntutan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 44A

Undang-Undang KUP, atau
c. diterlmanya putusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatin hukum tetap yang

menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas darl segala tuntutan hukum.

Pasal 28

(1) Pemerlksaan yang ditangguhkan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilanjutkan s^uai
dengan ketentuan yang berlaku, apablla:
a. Pemerlksaan Buktl Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyldlkan;
b. penyldlkan dlhentlkan karena tidak dllakukan penuntutan sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
c. diterlma putusan pengadilan yang telah. mempunyal kekuatan hukum tetap yang menyatakan

Wajib Pajak betias atau lepas dari s^ala tuntutan hukum.
(2) Dalam hal Pemerlksaan dilanjutkan sebagalmana dimaksud pada ayat (I), jangka waktu Pemerlksaan

setragalmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan.

Baglan Ketlgabelas
Pemerlksaan Ulang

Pasal 29

(1) Pemerlksaan Ulang hanya dapat dllakukan bercfasarkan Instruksl atau persetujuan Oirektur Jenderal
Pajak.

(2) Instruksl atau persetujuan Direktur Jenderaf Pajak untuk melaksanakan Pemerlksaan Ulang Dapat
diberlkan:
a. apabila terdapat data traru masuk data yang semula l>elum terungkap; atau
b. berdasariqan pertlmbangan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Penerbltan Surat Ketetapan Pajak Kurang 8ayar Tambahan harus didahului dengan Perhei1ksaai\ Ulang
s^jagalmana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebdumnya tertiadap kewajiban perpajakan yang
sama telah diterbltkah surat ketetapan pajak berdasarkan hasil Pemerlksaan.

BAB IV
PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN

Baglan Kesatu
Ruang Ungkup dan langka Waktu Pemerlksaan

Pasal 30

(1) Ruang llngkup Pemerlksaan untuk tujuan Igln dafarn rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dapat mellputi penentuan, pencocokah, atau pengumpulan mated
yang berkaltan dengan tujuan Pemerlksaan.

(2) Pemerlksaan untgk tUjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dllakukan derigan kiiterla antara lain setragal beiikut:
a. pemberlan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. penghapusan Nomor Ppkok Wajib Pajak;
c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasllan Neto;



f. pencocokan data dan/ atau alat keteran^an;
g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpdndl;
h. ppnentuan satu atau lebih tempat terutang PaJak Pertambahan Ni|ai;
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. penentuan saat produksl dimulai atau memperpanjang Jangka waktu kompensasi kemgian

sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; ̂an/ atau
k. m^menuhi permlntaan infbrmasl dart negara mitra Peijanjlan Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 31

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dllakukan
dengap jenis Petneriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

(2) Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkalt dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 7
(tujuhj hart dan dapat diperpanjang menjadi paflng lama 14 (empat belas) haii yang dihitung sejak
tanggal Wajib Pajak datang memenuhl surat panggllan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sbmpai
dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

(3) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkalt dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling tama
2 (diia) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal
Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasll Pemeriksaan.

(4) Oalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 aydt (2) huruf b
dllakukan berdasapcan permohonan Wajib Pajak, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesalan permohonan
^nghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang

(5) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c
dllakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) harus memperhaUkan jangka waktu penyelesalan permohonan
pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9)
Undang-Undang KUP.

Baglan Kedua
Standar Pemeriksaan

Pasal 32

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dllaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(2) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum,

standar pelaksahaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasll Pemeriksaan.

Pasal 33

Pemeriksa Pajak yang melal^nakan Pemeriksaan untdk ti^an lain juga harus memenuhl standar umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 34

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dllakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan,
yaltu:

pelaksanaan Pemeriksaan harus didahulul dengan persiapan yanglralk, sesuai dengan tujuan
Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksanja;
luas Pemeriksaarr disesuaikan dengan kriteria dllakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
Pemeriksaan dllakukan oleh dm Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua
dm, dan seorang atau leblh anggota dm;
l>emerjksaan dapat dllaksanakan dl kantor Oirektorat Jenderai Pajak, tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan tiebas Wajib Pajak, tempat dnggai Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh
Pemeriksa Pajak;
Pemdriksaan dllaksanakan pada jam keija dan apabila diperiukan dapat dilanjutkan dl luar jam kerja;
pelaksanaan Pemeriksaan didokumentaslkan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan sebagal dasar penerbltan surat keputusan atau
sebagai bahan masukan untuk pembuatan keputusan.

a.

b.

c

d.

e.

f.

g.

Pasal 35

Kegiatan Pemeriksaan untuK tujuan lain harus didokumentaslkan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf f dengan memperhadkan hal-hal sebagal trerikut:



a. Kertas Ketja Pemertksaan wajib dlsusun oleh Pemerlksa Pajak dan berfiingsi sebagai:
1} buktj bahwa Pemerfksa Pajak telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar

Pemeriksaan; dan
2) dasar pembuatan Laporan Hasit Pemeriksaan;

b. Kertas Ketja Pemeriksaan hdrus memberikan gambaran mengenai:
1) data, keterangan, dan/ atau bukti yang dlperoleh;
i) prosedur Pemerii^an yang dilaksanakan; dan
3) simpulan dan hal-hal lain yang dlang^ap perlu yang berkaltan dengan Pemeriksaan.

Pasal 36

Keglatan Pemeriksaan untuk tujuan iain harus diiaporkan daiam bentuk Laporan Hasli Pemeriksaan yang disusun
sesuai standar pelaporan basil Pemeriksaan, yaltu:
a. Laporan H^l Pemeriksaan dlsusun secara rlngkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang

diperlksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpuian Pemeriksa Pajak dan memuat puta
peiigungkapan injbrmasi lain yang terkait;

b. Lapoian Hasil Pemeriksaan untuk tujuan la|n antara lain mdngenal:
1) Penugasan Pemeriksaan;
2} Idenbtas Wajib Pajak;
3) Dasar (tujuan) Pemeriksaan;
4} Buku (jan dokumen yang diplnjam;
5) Materl yang diperlksa;
6} Uraian basil Pemerik^an;
7) Simpulan dan usul Peinerlksa.

Baglan Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 37

(1) Dalam bat Pemeriksaan untuk tujuan lain diiaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
Pajak wa^ib:
a. inemperlibatkan Taijda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintab Pemeriksaan kepada

Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
b. memberitabukan secara tertulis' ten tang dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain kepada

Wajib Pajak;
c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
d. menunjukkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa i^jak

mengalami perubaban;
e. membuat Kertas Ketja Pemeriksaan setagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam darl Wajib

Pajak paling lama 7 (tajuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan/ atau
g. merahaslakan kepada ̂ hak Iain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketabui atali

diberitabukan kepadanya oleb Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Pemeilksaan untuk tiggan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa

Pajak wajib;
a.

c.

d.

e.

f.

menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya Pemeriksaah untuk tUjuan lain kepada
Wajib Pajak;
mempertibatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintab Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperlksa;
memperiibaHcan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila terdapat perubaban susunan Tim
Pemeriksa Pajak;
membuat Kertas Keija Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasii Pemeriksaan;
mengembalikan buku, catatan,. dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib
Pajak paling lama 7 (tujub) bar! sejak tanggal Laporan Hasil Pemerik^an; dan/ atau
merabasiakan kepada pibak lain yang tidak berbak segala sesuatu yang diketabui atau
diberitabukan kc^anya oleb Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan

Pasal 38

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
Pemeriksa Pajak trerwenang:
a. meminjam dan memerlksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan dan dokumen lain, yang berbubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikeioia secara elektrbnik;
c. merriasuki dan memeriksa ternpat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang

diducja atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang



(2)

d.

e.

tnenjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan
dengan tujuan Pemeriksaan;
memlnta keterangan llsan dan/atau tertillis darl WaJIb Pajak; dan/atau
memlnta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari plhak k^ga yang mempunyal
butHingan dengan Wajib Pajak yang dlperik^ melalul kepaia unit pelaksana Pemeril^an.

Dafam hai Pemerlksaan untuk tiquan lain dlJak^nakan dengan Jenis Pemeiiksaan Kantor, Pemeiiksa
Pajak berwenang:
a. meminiam dan menneriksa buku atau catatan. dokumen yang menjadi dasar pembukpan atau

penfiatatan^ dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang
berbybungan dengan penghasllan yang diperoleh, kegiatan u»ha, pekeijaan bebas Wajib
t>ajak, atau ot>jek yang terutang pajak;
memlnta ketetangan iisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/ atau
rhemlnta keterangan dan/ atau data yan^ diperiukan dart pihak ketiga yang mempunyal
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalul kepaia unit pelaksana Pemerlksaan.

b.

c

(1)

(2)

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Weijib Pajak

Pasal 39

Dalam pelaksariaan Pemerlksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemerlksaan Lipangan, Wajib l^ajak
berbak:

memintb kepada Pemeriksa Pajak untuk m^mperilhatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
Surat Perintah Pemerlksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemerlksaan;
memlnta kepada Pemeriksa Pajak untuk rhemberikan pemberitahuan secara tertulis
sehubungan dengan pelaksanaan Pemerlksaan Lapangan;
m^lnta kepada Pemeriksa Pajak untuk membeiikan penjelasan tentang alasan dan tujuan
Pemerikeaan;
memlnta kepada Pepierlksa Pajak untuk memperilhatkan Surat Tugas apablla terdapat
peruttahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau
rfiemberikan pendapat atau penilalan atas pelaksanaan Pemerlksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalul penglslan formulir Kuesloner Pemerlksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeiiksaan yntuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak
berbak:

memlnta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperilhatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeril^an;
meihlnta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberlkan paijelasan tentang alasan dan tujuan
Pemeriksaan;
memlnta kepada Pemeriksa Palak untuk memperilhatkan Surat Tugas apablla terdapat
berubahan Susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/ atau
memberlkan pendapat atau penilalan atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui penglslan fbrmuilr Kuesloner Pemerlksaan.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

Pasal 40

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemerlksaan Lapangan, Wajib Pajak
wajib;

memperilhatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dcricumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola seiara
elektronik;
memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku atau catatan,
dokumen yang menjbdl dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang,
yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
dan/ atad
memt>erikan keterangan Iisan dan/atau tertulis serta memtrerikan data dan/ atau keterangan
lain yang diperiukan. v

(2) Dalam pelaksanaan Pemerlksaan untuk tujuan lain dengan Jems Pemerlksaan Kantor, Wajib Pajak
wajib:
a. memperilhatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang mqrijadi dasar

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
dan/ atau

b. memberlkan keterangan Iisan dan/ atau tertulis serta memberlkan data dan/atau keterangan
lain yang diperiukan.

a.

b.

c.

d.

Bagian Kellma
Pemlnjaman Dokumen



Pasal 41

(1) Buku, catatan, dan dokumen serta data, Infomiasi, dan keterangan Iain yang diplnjam harus
disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemerfksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 30.

(2) Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain harus dllaksanakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Banian Keenam
Penolakan Pemerlksaan

Pasal 42

(1) Apablla dalam Pemerlksaan untuk tujuan lain Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, Wajib Pajak harus menandatangani surat pemyataan penolakan Pemerlksaan.

(2) Dalam hal teijadl penolakan untuk menandatangani surat pemyataan penolakan Pemerlksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerik^ Pajak membuat berita acara penolakan Pemerfksaan
yang ditandatangani deh Pemerfksa Pajak.

Pasal 43

(1) terdasarkan'surat pemyataan penolakan Pemsrtksaan atau berita acara penolakan Pemerlksaan
sebagaimana dimaksud datam Pasal 42, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses atau
dlperUmbangkan dalam hal Pemerfksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
a- penentuan wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
b. penentuan satu atau leblh tempat terutang Pajak Pertambahan Nllal;dan/atau
c. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian

sehubungan dengan fftmberlan fasilitas perpajakan.
(2) Berdasarkan sural pemyataan penolakan Pemerll^an atau bierlta acara penolakan Pemerfksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Wajib Pajak akbn diberl Nomor Pokok WajIb Pajak dan
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan dalam hal Pemerfksaan untuk tujuan lain
dilakukan dalam rangka:
a. pemt>erfan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jatKitan; dan/atau
b. Pengukuhan Pengusaha kena Pajak secara jabatan.

(3) Berdasarfran surat pemyataan penolakan Pemerlksaan atau berita acara penolakan Pemerlksaan
sebagaimana dImakSud datam Pasal 42, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal
Pemerfksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
a. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau
b. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Bagian Ketpjuh
Penjelasan Wajib Pajak dan Plhak Ketiga

Pasal 44

(1) Dalam palak^aan Penriolksaan untuk tujuan lain, melalui kepala unit pelaksana Pemerfksaan,
Pemeriksa Pajak juga dapat memanggll Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang leblh rfnci atau
memlnta keterangan dan/ atau buktl yang berkaltan dengan Pemerlksaan kepada plhak ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP.

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada plhak ketiga sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) harus dllaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
Pasal 21.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN '

Pasal 45

Ketentuan leblh lanjut yang diperfukan untuk melaksanakan Peraturan M^nteri Keuangan Ini yang antara lain
berupa Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemerlksaan Kantordlatur
dengan Peraturan DIrektur Jenderal Pajak.

BAB VI
KETENTUAN PERAUHAN DAN PENUTUP

Pasal 46



X I saat Peraturan Menteri Keuangan irti mulai beiiaku:
1. Terhadap Surat Perlntah Pemertksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan sampai

dengan beriakunya Peraturan Menteri Keuangan ini belum selesal, Pemeriksaannya tetap dilakukan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KHK04/2000 tentang Tata Cara Pemerlksaan
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK03/2006.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK04/2000 tentang Tata Cara Pertierlksaan Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK03/2006, dicabut dan
dinyatakantidak beriaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri Keuangan ini muiai beriaku pada tanggal 1 Jbnuarl 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengart
penempatannya datam Berita Negara Repubiik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANl INDRAWATT
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/  PERATURAN DIREICTUR JENDERAL PAJAK
^  NOMOR PER - 9/PJ/2dlO

TENTANG

STANDAR PEMERIKSAAN

UNTUK PtENGU3I KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPMAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melalcsanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Nenterl Keuangan Republik Indonesia Nomor
199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak
tentang Standar Pemeriksaan Untpk Menduji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Mengingat:

1. Undang^Undang Nompr 6 Tabun 1983 tentang Ketentuan Urqum dan Tata Cara Peipajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Momor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor.3262) sebagaimana telab beberapb kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Ind0f)^ia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Perpajakan Bbnda^tkan Undang-Undahg Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perapajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tamt>ahan Lembaran Negara
Republik Indpnesia Nomor 4797);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

MEMUTUSKAN :

l4enetapkan :

PERATURAN piREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG StANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak irii, yang dimaksud dengan :
1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghlmpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau buktl

yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkah suatu standar pemeriksaan untuk
menguJI kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

24 Standar Pemeriksaan adalah patokan bag! Pernerlksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan.
3. Pernerlksa PaJak adalah Pegawai Negeri Sipli di iingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli

yang ditunjuk oleh Dit«ktur Jenderal Pajak yang djberi tugas, wewenang, dan tanggung Jawab untuk
melaksanakan pemeriksaan.

4. Unit Pelaksana Pemeriksaan yang selanjutnya disebut UP2 adalah unit yang berada di lingkungan
Direktqrat Jenderal Pajak yang berweneng melaksanakan pemeriksaan.

5. Surat Perlntah Pemeriksaan yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perlntah untuk melakukan
pemeriksaan dalam rangka menguJi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

6. Rehcana Pemeriksaan adalah rencana ketja pemeriksaan yang disusun oieh Supervisor <Jan harus
ditelaah serta disetiijul oleh Kepala UP2 yang berisi Identitas Wajifo Pajak yang memberlkan gatpbaran
umum mengenai Wajib Pajak, identitas Tim Pernerlksa Pajak yang berisi susunan dm dan Jumlah SP2
yang sedang diketjakan Tim Pemeriksa PaJak yang bersangkutan, dan urafan rencana perneriksaan
yang berisi informasi mengeilai krlteiia pemeriksaan, Jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan,
identiflkasl masalah, tanggal selesai pemeriksaan, tanggal Jatuh tempo penyelesaian permohonari
pengembailan kelebihan pembayaran pajak, tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan, sarana
pendukung yang dipertukan, serta pos-poje'SPTyang akan dlperiksa.

7. Program Pemeriksaan adalah pemyataan pillhan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan
Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan
sesuai dengan Rencana Pemeriksaan.

8. Netode Pemeflksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan,
dan dokumen serta data, informasi, dan keterarigan lain, yang terdlrl atas metode langsung dan mei^
tidak langsung.

9. Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengurRpulan buktl, pengujian, dan/atau pembuktian yang
dikemt>angkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebeharan pos-pos yang diperiksa.



/

/ 10. Prosedgr pemeriksaan adalah serangkalan langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berup^ petu/ijuk
^  rlncl yang blasanya tertulls dalam b6ntuk perintah, untuk dllakukan oleh Pemeriksa Pajak.

11. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan adalah bimbingan yang mempakan tuntunan operaslonai dan
adminlstrasl, yang memuat tata cara pelaksanaan pemerll^an, termasuk urutan pelaksanaannya.

12. Pedornan Pemenksaan adalah pandu^n pemdriksaan yang memuat acuan yang berslfat umum yang
diJabaHon dalam petunjgk teknis, dapat berupa contoh-cOntoh program pemeriksaan, teknik
pemeriksaan, ̂ntuk laporan, dan hal lain untuk mdndukung pelak»naan pemenksaan yang dapat
digunakan Pemeriksa Pajak sebagai rujukan dalam pemeriksaan.

13. Petuttjuk Teknis Pemeriksaan adalah bimbingan yang merupakan tuntunan teknis pefneriksaan bidang
usaha atau permasalahan tertentu.

14. Supervisor adalah Pemenksa Pajak yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan atas
pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan bimbingan kepada Pemeriksa Pajak yang berada dalam
suatu kelompok pemeriksa pajak.

15. Ketua Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas mehgarahkan dan mengkoordinaslkan pelaksanaan
perperiksaan se^ sekaligps melak^nakan pemeriksaan ber»ma-sama dengan Anggota T|m yang
berada dajam suatu Hm Pemeriksa Pajak.

16. Anggota Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas m'elaksanakan pemeriksaan pajak dalam suatg Tim
Pemeriksa Pajak.

17. Kertas Kerfa Pemeriksaan yang selanjutnya disebut KkP ddalah catatan secara rind dan Jelas yang
dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yaiig ditempuh, data, keterangdn, dan/
atau bukU yang dikumpulkan, pengujian yang dllakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan
pelaksanaan pemeriksaan.

18. Laporan Hasll Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan
dan hasll pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ring)<as dan jelas serta sesual dengan
ruang lingkgp dan tujuan pemeriksaan.

BAB II
STANDAR PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Wmum

Pasal2

Standar pemerlksaati rhellputl Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan H^sil
Pemeriksaan.

Pasal 3

Standar pemeriksaan Inl berlaku untuk semua pemeriksaan untlik menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakah Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Standar Umum

Pasal 4

(1) Standar Umum adalah standar yang bersifet pribadt dan berkaitan dengan persyaratan PemerlkMi Pajak
dan mutu pekeijaannya.

(2) Standar umum sebagalmana dlrpaksud pada ayat (1) mellputi:
a. Telah mend^pat pendldlkan dan pblatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan

setiagal Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keter^mpilannya secara cermat dan seksama.
1) Persyaratan Inl merupakan syarat kompetensi untuk dapat m^njadl seorang Petherlksa

Pajak, balk sebagai Indlvldu maupun sebagai Tim Pemeriksa Pajak (kompetensi
kolektif).

2) Untuk menunjapg tugasnya sebagai Pemeriksa Pajak, pendldlkan yang berkaitan
dengan pemeriksaan sangat diperiukan. Selain pendldlkan fdrmal dan pelatlhan teknis,
seorang Pemeriksa Pajak juga harus mampu menggunakan keterami^lan yang telah
diperoleh dari pengalamannya selama bekeija secara Cermat dan seksama.

3) l^emeriksa Pajak yatig meiaksanakan pemeriksaan harus memiliki pengetahuan dan
keahllan yang memadai dl bidang perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan.

4) Pemeriksa Pajak di haruskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan
proses bisnis Wajib Pajak, terinasuk di antaranya adalah kamampuan menerapkan
prinslp-prinsip akuntansi yang berlaku.

5) Pemeriksa Ps^jak agar merfgudsal keterampilan berkomunlkasi secara jelas dan efektif,
balk secara llsdn maupun tutlsan.

6) Pemeriksa Pajak barus memblihara dan menlngkatkan keahllan dan kompetensfnya
melalul pendldlkan berkelanjutan. Pendldlkan dimaksud dapat berupb diklat-dlklatii
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kursus singkat, maupun seminar, balk yang diselenggarakan pleh Direktorat Jenderal
Pajak, Badan Pendldlkan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lalnnVa,
di dalam maupun di luar negeri.

7} Dalam pelaksanaan pemerlksaan dan penyusunan LHP, Pemerlksa Pajak wajib
menggunakan kemahlrannya secara prof^sional, cermat dan seksama, objektif dan
independen, serta selalu memellhara Integritas.

b. Jujur dan berslh dpn tindakan-tlndakan tercela s6rta senantlasa mengutamakan kepentingan
negara.

1) Pemerlksa Pajak dituntut untuk selalu juJur dan berslh darl tindakan tercela serta
mengutamakan kepentingan negara dl atas kepentingan piit>adi ataupun golongan.

2) Pemerlksa Pajak hams tunduk pada kode etik yapg tetah ditetapkah oleh Direktorat
Jenderal Pajak.

3) Dalam semuajial yang berkaitan dengan pemerlksaan, Pemerlksa Pajak harus
berslkap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhl oleh keadaan/kondisi/perbuatan
dan/atau Wajib Pajak yang diperlksanya. Gangguan independenSI yang dapat dialami
oleh Pemerlksa Pajak seiama pemerik^an mellputi hal-hal berikut:
a) memlliki hubungan pertallan darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampal

dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak;
b) memlllkl kepentingan kepangan , balk secara langsung mauptin tidak langsung

dengan Wajib Pajak;
c) pemah t>ekeija atau memberlkan jasa di bidang yang berhbbungan dengan

masalah pe^jakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak dalam
kiimn waktu 2 (dua) tahun terakhlr;

d) memlllkl teman dekat/k^uarga yang bekerja dalam poslsl kund dl tepipat
Wajib Pajak;atau

e) keadaan/kondlsl/perbuatan tertentu lalnnya.yang menurut pandangah plhak
tain dapat mengganggu IndependensI Pemerlksa Pajak.

4) Dalam hat Pemerlksa Pajak mengalami gangguan IndependensI sebagalmana ̂Intaksud
pada angka 3) dl atas, maka Pemerlksa Pajak hams secepatnya memterltahukan
kepada Kepala UPZjtentang adanya gangguan IndependensI tersebut Selanjubiya,
Kepala UP2 harus segera mengambll tindakan untuk-mengatasi gangguan
IndependensI tersebut

c. Taat terhadap berbagal ketentuan peraturan pemndang-undangan, termasuk taat terhadap
batasan waktu yang ditelapkarv.

(3) Dalam hal diperlukan, pemerlksaan dapat dilaksanakah oleh tenaga ahll darl dalam dan luar Direktorat
Jenderal Pajak yang dltqnjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Baglan Ketlga
Standar Pelaksanaan Pemerlksaan

Pasal 5

Pelaksanaan Pemerlksaeh hams dllakukan seSuai Standhr Pelaksanaan Pemerlksaan, yaltu :
a. Pelaksanaan pemerlksaan hante didahulul dengan perslapan yang balk, sesual dengan tujuan

pemerlksaan, dan mendapat ;»ng^wasan yang seksama.
b. Luas pemerlksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang hams

dlkemban^kan mei^lul pehcocokan data, pengamatan, permlntaan keterangan, konflrmasi, teknik
sampling, dan-perigujian lalnnya berkenaan dengan pemerlksaan.

c. perslapan pemerlksaan yang hams dllakukan yaltu :
1) Mengumpulkan dan mempelajati data Wajib Pajak, mellputi:

a) Mempelajarf profll Wajib Pajak
b) Menganallsis data keuangan Wajib Pajak minimal dua tahun terakhlr atau sesual

dengan date yang tersedia.
c) Mempelajati date lain yang relevan

2) Menyusun Rencana Pemerlksaan
a) Setelah meppelajari date Wajib Pajak, Supervisor hams menyusun Rencana

Pemeiiksaan.
b) Rencana Pemerlksaan hams disusun sebelum diterbltkan SP2.
c) Rencana Pemeiiksaan hams diteiaah dan disetujul oleh Kepala UP2
d) Rencana Pemerlksaan antera lain berisi:

1. Identitas Wajib Pajak yang beiisi g^mbaran umum Wajib Pajak.
2. Identtias Tim Pemerlksa Pajak yang berisi susunan dm dan jumlah SP2 yang

sedang dikeijakan.
Uralan rjencana pemerlksaan yang beiisi:
(a) Kriteria pemerlksaan

(i) Kriteria pemerlksaan terdlrl atas Pemerlksaan Rutin dan
Pemerik^an Khusus.

(11) Pemerlksaan Rutin adaiah pemerlksaan yang dllakukan
terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak
dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau katena
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/  dlwajibkan oleh Undang-Urujang KUP.
(HI) Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan

berdasarkan hasil analisis risiko tertiadap ketidakpatuhan
Wajib Pajak.

(b) Jenis Pemeriksaah
(i) Jenis pemeriksaan terdirl atas f^emeriksaan Kantx>r dan

Pemeriksaan Lapangan.
(ii) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di

kantor DIrektorat Jenderal Pajak.
(ill) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan-yang dilakukan

di tempat kedudukan, tempat l^latBn usaha atau pekeijaan
bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang
ditentukan oieh Direktur Jenderal Pajak.

(c) Ruang iingkung pemeriksaan.
Ruang lingkup pemeriksaan tbrdiri atas semua Jenis pajak (all taxes),
PPh ̂ dan/Ordng Pribadi, PPN, PPh Pemotongan dan Pemungutan, dan
Iain-Iain balk untuk satu'atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak, balk tahun-tahun latu maupiin tahun betjaldn.

(d) jdentiflkasi masaiah.
idenb'fikasi masaiah dilakukan setelah mempelajari berkbs Wajib
Pajak. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, Pemeriksa
Pdjak harus mengidentlflkasi masalah-masalah yang mungkin ada dan
perlu dHakukan pengujian.

(e) Tanggal selesai pemeriksaan.
(0 Tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembatlan

kelebihan pembayaran pajak.
(g) Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan
(h) Sarana pendukung yang diperlukan.
(i) Pos-pos SPT yang akan diperiksa.

Yang dlmaks^ dengan pos-pos SFT yang akan diperil^ adalah pos-
po^ SPT atau pos turunannya yang ditentukan akan diperiksa.
Sebagai contoh, pada saat Pemeriksa Pajak meiakokan pemeriksaan
atas Pos Peredaran Usaha, maka Pemeriksa Pajak dapat menentukan
untuk memeriksa Pos Penjuaibn Afiliasi saja. Penentuan pos-pos SPT
yang akan diperiksa ini adalah hal yang pendn^ dalam rencana
pemeriksaan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fektor-fektor
yang telah disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan (h). Penentuan
pos yang akan diperiksa inl akan membantu Pemeriksa Pajak untuk :
(i) Membuat Program Pemeriksaan yang efekUF karena b'dak

perlu memeriksa seluruh poS yang ada dalam SPT.
(II) Melakukan pemlnjaman buku, catatan, dan dokumen serta

data, inforrnasi, dan keterangan lain ddrl Wajib Pajak dalam'
jumlah tertentu sesual dengan Program Pemeriksaan yang
dibuat untuk piielakukan pemeriksaan atas pps-pos dalarp SPT
yang akan dii^riksa tersebut.

e> Rencana Pemeriksaan dapat diperbaiki jlka Pemeriksa Pajak menemukan kondisi yang
terbeda saat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang
dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan.

f) Perubahan Rencana l^emeriksaan harus dengan persetUjuan kepala UP2 dan Reiicana
Pemeriksaan ydng lama tetap fnenjadi lampiran dalam Rencana Pemeriksaan yaftg
baru. ^

g) ROncana Pemeriksaan merupakan bagiari dari KKP
3) Meiyusun Program Pemeriksaan.

a) Penyusunari Program Pemeriksaan dilakukan secara mandirl, objektif, profesional serta
memperhatikan Rencana Pemeriksaan yang telah diteiaah dan disetujui oleh Kepala

b) Program Pemeriksaan disusun oieh Supervisor dan dibantu oieh Ketua Tim berdasarkan
pos-pos yang akan diperiksa dalam Rencana Pemeriksaan.

c) Program Pemeriksaan yang hards disusun ada 2 (dua), yaltu Rencana Program
Pemeriksaan dan ReaiisasI Program Pemeriksaan. Rencana Program Pemeriksaah
disusun ssbeium pemeriksaan dilakukan, sedangkan ReaiiSasi Program PemeHksaan
disusup^etelah program pemeriksaan tersebut dilakukan sesual dengan kondisi yartg
ditemui Pemeriksa Pajak saat pemeriksaan.

d) Kepala UP2 menandatangani Rencana Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah
Program Pemeriksaan yang dibuat relevati dengan pos-pos yang akan diperiksa
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan, sedangkan Realisasi Program
Pemeriksaan ddak perlu ditandatangani oleh Kepala UP2.

e)' Rencana dan Realisasi P{t)s(ram Pemeriksaarf berlsl tentang tujuan, metode, teknik, dan
prosedur pemeriksaan y^ng dilakukan oieh Pemerlkia Pajak.

f) Program Pemeriksaan merupakan bagian dad KKP
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,/ 4) Menyiapkan ̂ rana pemetik^an.
/  Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak

harus menyiapkan Tanda Pengenal Pemeriksa PaJak, SP2, Surat Pemberitahuan Pemerlksabn.
dan sarana pemeriksaan lalnnya

d. Pelaksanaan pemeriksaan diiakukan dengan mengacu pada Petvinjulc Pelaksanaan Pemeriksaan,
Pedo'man PemetUcsaan, dan Petunjuk Tpknis Pemeriksaan, antara iain :
1) Petupjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
2) Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Karitbr;
3) Pedoman Penyusunan Rencaha Pemeriksaan;
4) Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan;
5) Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan;
6) Pedoman Penyusunan Kf<P;
2) Petunjuk Peiaksanaan Penggunaan Bantuan Tenaga Ahii Dalam Pemeriksaan;
8) Petunjuk Teknis Pemeriksaan Transfer Wdng;
9) Petunjuk Teknis Pemeriksaan Migas;
10) Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pertambangan Umum;
11) Pfetuhjuk Tbkqis Pemeriksaan Perusahaan Grup;
121 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai;dah
13) Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknis pemeriksaan

lainnya.
e. Temuan pemeriksaan harus didaSarkan pada bukti kompetep yang cukup dan berdasarkan ketentuan

peraturan pemndang-undapgan perpajakan.
1) Bukti kompeten adaiah bukU yang valid dan reievan.

a) Validitas bukb dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini:
1. IndepedensI dan kualiflkasi sumber diperolehnya bukti.

Bukti yang diperoleh dart sumber ekstemal (misalnya konfirmasl) feemlliki
validitas lebih tihggi dibandingkan bukti yanil diperoleh dari sumber internal.
Meskipun sumber infbrmasi independen, bukti Odak valid jika orang yang
menyediakan informasi tidak mempunyal kuaitflkasl pntuk meiakukan hal
tersebut. ̂ bagai conboh, penyedia informasi yang dapat dtakui adaiah DIBC,
Bapepam, dan lain*lain.

2. Kondlsl di mana bukti diperpieh.
BukO yang dihasilkan oleh entitas yang memiiiki sistem pengendaiian Internal
kuat memHikl validitas lebih Onggi flibandlngkan bukti yang dihasilkdn oleh
entitas yang memiiiki sistem pengendaiian internal lemah.

3. Cara bukti diperpieh.
Bukti yang diperoleh secara iangsungtrieb Pemeriksa Pajak (misalnya
observasi persediaan) lebih handal dibandingkan bukU yang diperoleh secara
Hdak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak).

b) Reievan berarti bahwa bukti pemeriksaan harus berkaitan dengan pos-pos yang akan
diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.

2) BukU yang ̂ ukup adaiah bukU yang memadai untuk mendukung LHP. Kecukupan terlcait dengan
^rUml)angan Pemeriksa Pajak (auditor judgment) dan biasanya didasarkan pada materialitas
dati tecukupan sistem pengendaiian intemal. Pemeriksa Pajak akan meminta Jumiah Uuktl yang
ieblh banyak untuk pos-pos utama. Sebagai contoh, peTrambahan aset tetap padb Wajib Palak
manufaktur akan diperiksa lebih intensif dibandingkan beban Iain-Iain.fê rll^an diiakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorano

Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim.
g. Tim PeiTOril^ Pajak dapat dibantu oleh seofang atau lebih yang memiiiki keahlian tertentu yang bukarr

rnerupakan Pemeriksa Pajak/ balk yail9 berasal dari blrektorat Jenderal Pajak maupun Instansi lain
ditunjuk oleh Direktt/r Jenderal Pajak sebagai tenaga ahll sepertf penerjemah bahasb, tenaga

ahii di bidang teknologi infermasi, dan pengacara.
h. ahii yang digunakan daiam pemeriksaan merupakan bagian dari KKP. Laporah tersebut

antara lain berisi tujuan, langkah-langkah yang diiakukan, informasi yarig dihastikan dan pendapat abu-
simpuian dari tenaga ahii yang bersangkutan.

i. diperiukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
diiakukan secara t)eisama-sama dengan Urn pemeriksa dari instansi lain.

j. Pem^ksa dapat diiaksahakan di kantor Direklorat Jenderal Pajak, di tempat kegiatan usaha atau
PaJakf di tempat Unggai Wajib Pajak, atau dttempat lain yang dianggap periu

Pemeriksaan diiaksanakan pada jam keija dan apabiia diperiukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
I. Pdaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KkP.

1) KKP - Renuna Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan diteiaah serta dls^etujui oleh Kepala

2) KKP - Rencana Program Pemeriksaan disusun Oleh Supervisor dengan bantuan Ketua Tim dan
diketahui oleh Kepala UP2.

3) KKP selain KKP- Rencana Pemeriksaan dan KKP- Rencana Program Pemeriksaan disusun oleh
Ketua Tim dan/ataii Anggota Tim dan diteiaah oleh Supervisor.

Bagian Keempat
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Standar Pelaporan Hasll Pemeriksaan

/'
y  Pasal 6

(1) Kegiatap pemeriksaan harus dllaporkan dalam bentuk LHP yang dlsusun sesuai Standar^elaporen Hasil
Pemeriksaan, yaltu:
a. LHP dlsusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang llngkup atau pos-pos yang dlperlksa sesuai

dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didulmng temuan yang
kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpan^an tertiadap peraturan perundang-undangan
perpajakan, dan memuat puia pengungkapan Infbrmasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

b. LHP antara lain berisl:

1) Penugasan pemeriksaan;
2) Identitas Wajib PaJak;
3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak
4} Pemenuhan kewajiban perpajakan;
5) Data/informasi yang tersedia;
6) Lampiran yahg diwajibkan;
7) Buku, catatan, dan dokumen serta data, inforniasi, dan keterangan lain yana dipiniam;
8) Materi yang diperiksa;
9) Uraian hasii pemeriksaan;
10} Ikhtisar hasil pemeriksaan;
11) Penghitungap pajak terutang; dan
12) Simpulan dan usut Pemeriksa Pajak.

c. LHP disusun dap ditandatangani oleh Ketua Tim dan Anggota Tim.
d. LHP ditelaah dan ditandatangani oleh Supervisor.
e. Penelaahan LHP sdbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mellputi peneiaahan

untuk meyakini bahwa :
1) Pemeriksaan telah dllakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan .
2) Pemllihan metbde pemeriksaan, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan,

penghitungan koreksl, dasar hukum koreksl, dan penghitungan pajak terutang, telah
dllakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan didasarl oleh
objektlvitas dan profesional(sme Pemeriksa Pajak.

3) Semua data, Infonnasi, dan fekta material yang diketahut Ketua Tim dan/atau Anggota
Tim telah dilapprkan dalam LHP dan tidak menutupl praktlk-praktik yang tidak patut
atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

f. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah :
1) Pos-pos Vang diperiksa telah ̂ uai dengan Rencana Pemeriksaan.
2) Dasar hukum koreksl telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

(2) Bentuk, isl, qbt\ fbrmat LHP dfsusun dengan merujuk pada Pedoman Penyusunan LHP.
(3) LHP digunakan setogal dasar penerbltan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Taglhan Pajak.

BAB III
ketBntuan perauhan dan penutup

Pasal 7

(1) Dengan berial^unya Peraturan Direktur jenderal. Pajak ini niaka Keputusan DIrektur Jenderal Pajak
tanggal 15 Nopemt^er 1990 tenting Pedoman Pemeriksaan Pajak, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
(2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-Ol/PJ.7/1993 tanggal 9 Haret 1993 tentang Pedoman

P^eiiksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hutuingan Istimewa, yang merupakan
tambahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-Ol/PJ.7/1990, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini muial berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkai) pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak Ini denoan
penempatannya dalam Berlta Negara Republik Indonesia. ^

/

Ditetapkan di Jakartd
pada tbnggal 01 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.




